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MOTTO

ٓ انَْ تكَُوْنَ ا امَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باّلْباَطّلّ الّا مَنوُْا لَ تأَكُْلوُْٓ ٓايَ هاَ الاذّيْنَ ان ين

َ كَانَ بكُّمْ ا انَْفسَُكُمْ ن انّا اٰن نْكُمْ ن وَلَ تقَْتلُوُْٓ تجَّارَة  عَنْ ترََاضْ مم

ا ( )29رَحّيْم 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu”

(Surah An-Nisa' Ayat 29)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan

dalam  penulisan  skripsi  ini  berpedoman  pada  keputusan  yang

dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 158Tahun 1987

dan Nomor 0543b/u/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman

tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf

Arab

Nama Huruf Latin Nama

أ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Ṡa ṡ es (dengan titik di

atas)

ج Jim J Je

ح Ḥa ḥ ha (dengan titik di

bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal d De

ذ Żal ż Zet (dengan titik di

atas)
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ر Ra r Er

ز Zai z zet

س Sin s Es

ش Syin sy es dan ye

ص Ṣad ṣ es (dengan titik di

bawah)

ض Ḍad ḍ de (dengan titik di

bawah)

ط Ṭa ṭ te (dengan titik di

bawah)

ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di

bawah)

ع `ain ` koma terbalik (di atas)

غ Gain g Ge

ف Fa f Ef

ق Qaf q Ki

ك Kaf k Ka

ل Lam l El

م Mim m Em

ن Nun n En

و Wau w We

ھ Ha h Ha
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ء Hamz

ah

‘ Apostrof

ي Ya y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterainya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

اَ Fathah A A

اّ Kasrah I I

اُ Dammah U U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa

gabungan  antara  harakat  dan  huruf,  transaliterasinya

sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

يَ Fathah dan ya Ai A dan I

وَ Fathah  dan
wau

Au A dan U

C. Maddah

Maddah  atau  vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa

harakat  dan  huruf,  transliterasinya  berupa  huruf  dan  tanda,

yaitu sebagai berikut:

Huruf dan
latin

Nama Huruf dan
tanda

Nama

اَ ...\... ىَ Fathah dan  alif
atau ya

a a  dan  garis  di
atas

ىّ Kasrah da ya i I  dan  garis  di
atas

وُ Dammah dan
wau

u U  dan  garis  di
atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi  untuk  ta'  marbutah  ada  dua,  yaitu:  ta

marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah,

dan  dammah,  transliterasinya  adalah  [t].  Sedangkan  ta

marbutah  yang  mati  atau  mendapat  harakat  sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan
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kedua  kata  itu  terpisah,  maka  ta  marbutah  itu

ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الطْفاَلّ : raudah al-atfal

الَْمَديْنةَاُلَْفاَضّلةَُ : al-madinah al-fadilah

الَْحّكْمَةُ : al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah  atau  tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  arab

dilambangkan  dengan  sebuah  tanda  tasydid,  dalam

transliterasi  ini  dilambangkan  dengan  perulangan  huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَباناَ : rabbana

يْناَ نجَا : najjaina

الَْحَق  : al-haqq

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului

oleh  huruf  asrah,  maka  ditransliterasikan  seperti  huruf

maddah (I).

Contoh:

عَلىٌّ  : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبىٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata  sandang  dalam  sitem  tulisan  arab  dilambangkan

dengan  huruf alif)  ال   lam  ma'rifah).  Kata  sandang

ditransliterasikan  seperti  biasa,  al-,  baik  diikuti  huruf
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syamsiah maupun huruf qamariah dan tidak mengikuti bunyi

huruf  langsung  yang  mengikutinya.  Kata  sandang  ditulis

terpisah  dari  kata  yang  mengikutinya  dan  dihubungkan

dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمش : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلزلة : al-zalzalah (az-zalzalah)

الفلسفة : al-falsafah

البلد : al-biladu

G. Hamzah

Aturan literasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Namnun,  bila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak

dilambangkan  karena  dalam  tulisan  Arab  ia  berupa  alif.

Contohnya:

تاَمُْرُوْنَ : ta'muruna

الَْناوءٌ : al-nau'

شَيئٌ : syai'un

أمُّرْتُ : umirtu
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ABSTRAK

Program  affiliate Shopee adalah salah satu program Shopee
yang  dilakukan  dengan  cara  mempromosikan  produk  Shopee
melalui akun sosial media dengan komisi yang bisa di dapatkan
sesuai dengan  jumlah barang yang terjual. Dengan mengadakan
program  affiliate,  dalam pembayaran  komisi  ditemukan  bahwa
adanya komisi  yang tidak valid tanpa alasan spesifik,  sehingga
pembayaran  komisi  tertunda,  dengan  demikian  apakah
pembayaran  komisi  promosi  penjualan  yang  terjadi  dalam
program affiliate tersebut diperbolehkan atau tidak secara Hukum
Islam.

Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis-empiris
dengan perolehan data dari lapangan (field research). Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini  adalah pendekatan yuridis
empiris yaitu memadukan hukum Islam dengan data primer yang
diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini penulis peroleh dari
hasil wawancara terhadap anggota Shopee  affiliate program dan
observasi di lapangan yaitu media sosial Twitter dan e-commerce
Shopee. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari buku, jurnal,
penelitian terdahulu dan artikel, yang kemudian di analisis dengan
teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran
program affiliate Shopee dalam hukum Islam termasuk pada akad
ju'alah  dan ditemukan adanya  ketidak  sesuaian  terkait  imbalan
('iwadh) yang diberikan kepada anggota affiliate setelah pesanan
berstatus “pembelian selesai” yaitu terjadinya status komisi tidak
valid tanpa alasan yang spesifik. Sehingga adanya ketidakjelasan
(gharar)  dalam penyerahan  komisi.  Maka,  praktik  pembayaran
komisi belum sesuai dengan hukum Islam, karena ditemukannya
perbuatan zalim dan ingkar janji dari pihak ja'il.  

Kata  Kunci:  Shopee,  Ju'alah,  Affiliate,  Hukum  Ekonomi
Syari'ah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Ajaran  agama  Islam  bersifat  universal,  artinya

menyeluruh,  tidak  terbatas  hanya  pada  satu  generasi,  suku

bangsa tertentu.  Ajaran Islam ditunjukkan bagi  keseluruhan

umat  manusia  sampai  hari  akhir.  Oleh  karena  itu,  jika

berbicara secara Islam tidak bisa terpaku pada suatu tatanan

sosial di suatu suku atau bangsa tertentu, melainkan terpaku

pada satu yaitu tata sosial Islam itu sendiri.1 Dalam menyikapi

globalisasi  ekonomi  sendiri  Islam  memberikan  batasan-

batasan  agar  tidak  terjadi  eksploitasi  antar  manusia.  Islam

mengedepankan persamaan (musawwah) atas prinsip bahwa

harta  harus  berputar,  tidak  hanya  beredar  dalam kelompok

tertentu  saja.  Hal  ini  bertujuan  untuk  kesejahteraan  semua

pihak.  Dari  sisi  lain  yaitu  dalam  aspek  teknologi,  bahwa

kehidupan  manusia  di  masa  sekarang  maupun  yang  akan

datang akan semakin bergantung pada teknologi.  Kehadiran

internet  saat  ini  mampu  menimbulkan  sisi-sisi  kehidupan

yang  baru  di  dalam  masyarakat.  Kemajuan  teknologi  ini

1Imam  Tuahid, “Islam  Dan  Tantangan  Globalisasi”,  dalam  Jurnal  Ar

Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam, vol. 12, no.1, (April

2014); ejournal.iaiibrahimy.ac.id, 27.
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mempunyai  pengaruh  yang  besar  dan  membawa  banyak

perubahan pada dunia bisnis.2

Dalam dunia  bisnis  informasi  sangat  dibutuhkan  untuk

mendukung  pencapaian  bagi  perusahaan.  Informasi  yang

cepat  akan  sangat  membantu  agar  dapat  memenangkan

persaingan.  Internet adalah  sumber  informasi  yang  banyak

digunakan  oleh  perusahaan.3 Lalu  semakin  berkembangnya

teknologi  informasi  juga  dimanfaatkan  untuk  melakukan

berbagai  strategi  pemasaran  ataupun  digunakan  sebagai

sarana transaksi antar para pihak dalam dunia bisnis.

Islam  merupakan  agama  yang  mengatur  umatnya  dari

berbagai  sisi  kehidupan,  salah  satunya  Islam  mengatur

hubungan  antara  manusia  satu  dengan  manusia  lain  yang

disebut  dengan  muamalah.  Seiring  dengan  berkembangnya

zaman masalah dalam masyarakat  juga semakin bermacam,

berkembang,  dan  kompleks.  Banyak  persoalan-persoalan

hukum baru  yang  tidak  dijelaskan dalam Al-Qur’an  secara

jelas,  belum pernah ditemukan pada zaman Nabi,  dan juga

belum pernah  di  bahas  oleh  para  ulama.  sehingga  dengan

berkembangnya zaman akan menuntut adanya pembaharuan

hukum Islam, terutama pada masalah yang belum ada hukum

yang mengaturnya.  Tak terkecuali  permasalahan  muamalah,

banyak  transaksi  modern yang  membutuhkan  jawaban

2Ibid., 29-32.
3Bertha Silvia Sutejo, “Internet Marketing: Konsep dan Persoalan Baru Di

Dunia  Pemasaran”,  dalam  Jurnal  Manajemen,  vol.  6,  no.  1,  (Nov  2006);

neliti.com, 42.
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tentang  kesesuaiannya  dengan  syariat  Islam,  karena  pada

dasarnya  prinsip  ber-muamalah ialah  harus  mengandung

kemaslahatan dan terhindar  dari  segala  jenis  bahaya.  Salah

satu  bentuk  kegiatan  bermuamalah  yang  saat  ini  sedang

berkembang adalah pemasaran digital (digital marketing).

Pemasaran  digital  merupakan  suatu  pemanfaatan

teknologi  digital  untuk  menciptakan  komunikasi  yang

terintegrasi,  mempunyai  tujuan  untuk  membantu

mendapatkan  pelanggan  atau  mempertahankan  pelanggan.

Pemasaran digital  melibatkan teknologi  digital  seperti  web,

email,  database,  tv,  media  sosial.  Hal  ini  dilakukan  untuk

mendukung  kegiatan  pemasaran  dengan  tujuan  bisnis.

Sebagai  salah  satu  cabang  dari  pemasaran  tradisional,  hal

penting  yang  membedakan  antara  lingkungan  pemasaran

digital dan pemasaran tradisional adalah kemudahan yang di

dapat  oleh  pelanggan.  Dalam pemasaran  digital  pelanggan

dapat  memposting  ulasan  mengenai  produk  yang  di  beli,

ulasan  yang  diberikan  pelanggan  ini  sangat  berpengaruh

untuk  pelaku  bisnis,  karena  bisa  menjangkau  lebih  banyak

pelanggan maupun calon pelanggan potensial lainnya.4

Media  sosial  adalah  media  online yang  menjadi  trend

komunikasi yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk

mempersempit  jarak  dan  waktu  dalam  berinteraksi  antar

sesama.  Saat  ini  penggunaan  media  sosial  di  kalangan

masyarakat  semakin  meningkat,  hal  tersebut  dikarenakan

4Astri  Rumondang,  dkk,  Pemasaran  Digital  Dan  Perilaku  Konsumen,

(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.
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perkembangan  teknologi  internet sangat  pesat.  Semakin

berkembangnya teknologi informasi inilah yang dimanfaatkan

sebagian  besar  masyarakat  terlebih  lagi  dengan  munculnya

berbagai platform e-commerce.5

Bisnis  e-commerce di  Indonesia  sendiri  semakin

menjanjikan.  Bahkan  di  tengah  pandemi  pada  tahun  2020

bisnis dagang yang berbasis digital ini bahkan tumbuh 33,2%

dari tahun 2020 yang mencapai 253 triliun rupiah, menjadi

337 triliun rupiah pada tahun 2021. Satu laporan yang pernah

di  rilis  pada Oktober  2020 oleh Google,  Temasek,  Bain &

Company  soal  ekonomi  2020  menyebutkan  bahwa  orang

menghabiskan waktu untuk masuk ke dalam platform dagang

online sepanjang  pandemi  dari  3,7jam/hari  menjadi

4,7jam/hari  ketika  terjadinya  lockdown,  dan  menjadi

4,2jam/hari  setelah  lockdown berakhir.  Gubernur  BI  Perry

Warjiyo  mengatakan  bahwa  peningkatan  jumlah  transaksi

lewat  e-commerce tidak  terlepas  dari  kebijakan pemerintah

dalam mendorong akseptasi digital kepada masyarakat, serta

terus  mengakselerasi  perkembangan  fintech dan  pemasaran

digital.6

5 R. Agus Baktiono, I Putu Artaya, “Memilih Media Sosial Sebagai Sarana

Bisnis Online Melalui Pendekatan Uji Categorical”, dalam E-Jurnal Manajemen

Kinerja, vol 2, no 2, (Agustus, 2016); jurnal.narotama, 2.
6Indonesia.go.id,  “Indonesia  Dalam Angka  Bisnis  E-Commerce Semakin

Gurih”,  https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-

angka/2534/bisnis-e-commerce-semakin-gurih, (diakses pada 4/9/2021).
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Shopee  merupakan  salah  satu  platform  e-commerce

terbesar di Indonesia, yang berkantor pusat di Singapura di

bawah naungan Sea Limited, yang didirikan pada 2009 oleh

Forrest  Li.  Shopee  sendiri  pertama  kali  diluncurkan  pada

2015.  Shopee  memberikan  wadah  bagi  para  penjual  untuk

menjual  dan  mempromosikan  produknya.  Shopee

menawarkan berbagai macam produk dari fashion, elektronik,

makanan, buku, dan berbagai kebutuhan lainnya yang dinilai

cukup lengkap.7

Berdasarkan data App Annie selama tahun 2022 Shopee

menjadiplatform belanja online yang menempati posisi nomor

satu di Indonesia dengan total unduhan terbanyak baik dari

Google  PlayStore  dan  Apple  Store,  dan  menjadi  platform

dengan  jumlah  pengguna  bulanan  terbanyak  yang  aktif.8

Shopee  tentunya  mempunyai  kelebihan  sehingga  banyak

pengunjung  yang  menjadi  pembeli  maupun  calon  pembeli

potensial  sangat  antusias ketika akan berbelanja di  Shopee,

seperti  promo  gratis  ongkos  kirim,  diskon,  banyaknya

voucher,  cashback, dan juga  flash sale. Selain itu di Shopee

juga  tersedia  berbagai  permainan  berhadiah,  contohnya

adalah Shopee Tanam, Goyang Shopee, Shopee Capit, Shopee

Candy,  Shopee Go,  dan  Shopee Bubble.  Selain itu  Shopee

7Wikipedia,  “Shopee”,  https://id.m.wikipedia.org/wiki/shopee (diakses
pada 4/9/2021).

8https://www.mnctrijaya.com/news/detail/57179/industri-e-

commerce-hadapi-tech-winter-berlomba-berbenah  (diakses  pada

28/4/2023 pukul 14.30 WIB).
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juga memberikan pilihan metode pembayaran yang beragam,

contohnya ShopeePay, SPayLater, transfer bank, kartu kredit,

Alfamaret, Indomaret, Oneklik, Kredivo, dan cash on delivery

(COD).9

Shopee sebagai platform belanja online yang populer di

Indonesia meraih laba penyesuaian bunga,  pajak, depresiasi

dan  amortisasi  (adjusted  EBITDA)  sebesar  US$196,1  juta

(sekitar Rp3,03 triliun) pada kuartal IV/2022. Nilai tersebut

naik  signifikan  dari  posisi  tahun sebelumnya  yakni  negatif

US$877,7 juta (sekitar  minus Rp13,56 triliun).10 Agar tetap

eksis  sebagai  salah  satu  e-commerce terbesar  di  Indonesia

Shopee tentunya terus melakukan inovasi dan memunculkan

berbagai  layanan  untuk  dapat  memaksimalkan  pengalaman

belanja  para  pembeli  dan  menarik  bagi  calon  pembeli

pontensial.  Saat  ini  Shopee memiliki  beberapa  fasilitas  di

antaranya Shopee Pinjam, ShopeePayLater, dan yang terbaru

yaitu program affiliates Shopee.

Affiliate  marketing adalah  salah  satu  dari  metode

pemasaran  digital  (digital  marketing)  dengan  sistem

mempromosikan produk atau jasa orang lain dan akan dibayar

9Inspirasi  Shopee,  “Kelebihan  Belanja  di  Shopee”,

https://www.google.com/amp/s/shopee.co.id/inspirasi-shopee/kelebihan-

belanja-di-shopee-dari-gratis-ongkir-hingga-ada-layanan-ekspedisi-

sendiri/amp/ (diakses pada 3/9/2021).
10https://id.techinasia.com/kinerja-shopee-2022  (diakses  pada

28/4/2023).
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ketika  produk  yang  dipasarkan  laku  terjual.11 Salah  satu

program affiliate yang akhir-akhir ini banyak diminati adalah

program afiliasi Shopee, di mana dalam program tersebut kita

membantu mempromosikan produk yang terdapat di Shopee.

Program ini  merupakan  strategi  utama  untuk  mengerahkan

para  affiliater sebagai  pemasar  produknya,  yaitu  dengan

memberikan  informasi  suatu  produk  yang  dijual

menggunakan media internet. Shopee Affiliates Program atau

program afiliasi  Shopee adalah  program yang  menawarkan

penghasilan  tambahan  untuk  para  influencers yang

mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial.

Komisi  yang  di  dapat  dalam  program  ini  berasal  dari

berapa banyak yang membeli dengan menggunakan referral

link yang untuk produk yang pasarkan (pay per sale), dengan

komisi  sebesar  10%  untuk  pengguna  baru  dengan  batas

maksimum  Rp10.000,00  dan  2,5%  untuk  pengguna  lama

dengan batas maksimum Rp10.000,00 setiap transaksi.12 

Program  promosi  penjualan  yang  dilakukan  Shopee

dalam upaya menaikkan  jumlah penjualan produk di media

sosial  ini  adalah mencakup semua transaksi  yang berkaitan

dengan program yang dijalankan, permasalahan yang penulis

temukan  di  Twitter  mengenai  pembayaran  komisi  adalah

11Wikipedia,  “Pemasaran  Afiliasi”,

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemasaran_afiliasi, (diakses pada1/9/2021).
12Inspirasi  Shopee,  “Shopee  Affiliate  Program”,

https://www.google.com/amp/s/shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-

affiliates-program/amp/, (diakses pada 7/9/2021).
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tentang  keterlambatan  pembayaran  komisi,  hal  bisa  terjadi

akibat  adanya  data  dan  informasi  yang  kurang  lengkap,

biasanya terjadi karena adanya perubahan aturan dari pihak

Shopee terkait pembayaran komisi. Untuk komisi yang tidak

valid  pihak  Shopee  tidak  menjelaskan  secara  detail  terkait

alasan  mengapa  komisi  tersebut  tidak  valid  dan  tidak  bisa

dicairkan, Shopee hanya memberikan solusi untuk dilakukan

pengecekan  ulang  agar  komisi  dapat  dibayarkan  jika  lolos

validasi, jika setelah dilakukan pengecekan ulang tetap tidak

lolos validasi maka selain komisi yang tidak dibayarkan juga

akan diberhentikan menjadi anggota  affiliate program secara

permanen. Pengecekan yang dilakukan oleh Shopee sebelum

pembayaran  komisi  dilakukan untuk  meminimalisir  adanya

pelanggaran yang dilakukan dalam proses promosi penjualan

oleh anggota affiliate.

Dalam hukum ekonomi Islam, dikenal akad ju'alah yang

diatur  dalam  fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  MUI  No.

62/DSN-MUI/XII/2007, pada ketentuan hukum dalam fatwa

tersebut,  pada  poin  pertama  imbalan  ju'alah hanya  berhak

diterima ole pihak ma'jul lahu apabila hasil pekerjaan tersebut

terpenuhi,  pada  poin  kedua  pihak  ja'il harus  memenuhi

imbalan yang diperjanjikannya jika  ma'jullah menyelesaikan

(memenuhi)  prestasi  (hasil  pekerjaan/natijah)  yang

ditawarkan.13 Dalam  fiqh  muamalah  menurut  ulama

Malikiyah  jika  terjadi  perselisihan  terkait  upah  yang  dapat

13Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah.
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dipegang  adalah  ucapan  yang  diterima  adalah  ucapan  ja'il

dengan  sumpah,  jika  keduanya  berbeda  pendapat  terkait

pokok  ju'alah,  maka  ucapan  yang  diterima  adalah  ucapan

ma'jullah dengan sumpah.14 Namun faktanya ada penundaan

hingga pembatalan komisi ('iwadh) dari produk yang sudah

berhasil terjual tanpa dijelaskan alasan terjadinya hal tersebut

kepada anggota affiliate sehingga hak anggota affiliate belum

terpenuhi,  di  mana  dalam  hukum  Islam  kelalaian  dalam

memenuhi  kewajiban  untuk  memberikan  hak  orang  lain

tergolong perbuatan yang dilarang, dengan demikian penulis

tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  masalah

TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP PRAKTIK

PEMBAYARAN  KOMISI   PROMOSI  PENJUALAN

PRODUK  DI  MEDIA  SOSIAL  (Studi  Kasus  Shopee

Affiliates Program di Twitter).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah

dikemukakan,  maka  penulis  telah  merumuskan  beberapa

pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi

ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana  praktik  pembayaran  komisi  promosi

penjualan produk di  media sosial  pada Shopee  affiliate

program di Twitter?
14Diah  Kusuma  Wardani,  “Analisis  Praktik  Penukaran  Kupon  Makan

Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri
Menurut Hukum Islam”, skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Kediri, Theses IAIN
Kediri, 2020, 19, t.d.
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2. Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  praktik

pembayaran komisi promosi penjualan produk di media

sosial pada Shopee affiliate program di Twitter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  pada  pokok  permasalahan  di  atas  maka

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui  bagaimana  praktik  pembayaran  komisi

program affiliate yang dilakukan oleh Shopee.

2. Mengetahui  bagaimana  tinjauan  hukum Islam terhadap

praktik  pembayaran  komisi  promosi  penjualan  produk

pada program affiliate  pada aplikasi Shopee. 

D. Manfaat Penelitian

1. Secara  teoritis  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat

menambah  khazanah  keilmuan  dan  rujukan  tentang

konsep  Islam  dalam  merespon  perkembangan  bisnis

dalam internet marketing.

2. Secara  praktis  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat

dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan,  masukan  atau

saran  dan  juga  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku

program  affiliate Shopee baik secara  hukum Islam dan

hukum positif di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk  melanjutkan  proses  penulisan  penelitian  ini

dibutuhkan informasi-informasi  yang berasal dari penelitian
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yang sudah ada dan juga dari  buku-buku yang mendukung

dalam  membantu  penelitian  ini.  Berikut  adalah  hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Ridwan Mubarok,

UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung  (2022)  yang  berjudul

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Bisnis

Affiliate Marketing Pada  Platform Belanja  Online Shopee”.

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa praktik bisnis

affiliate di qiyaskan dengan akad ju'alah dan akad samsarah.

Berdasarkan  hukum  ekonomi  syari'ah  bisnis  affiliate

marketing pada platform Shopee tidak dilarang karena dalam

menjalankan bisnisnya tidak terdapat unsur-unsur yang dapat

melanggar  syari'at  Islam.  Perjanjian  yang  terdapat  pada

program  Shopee  affiliate merupakan  perjanjian  yang  sah

berdasarkan  hukum  Islam  dan  pasal  1420  KUH  Perdata

namun belum memenuhi asas-asas perjanjian dalam Islam.15

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang

penulis  lakukan,  yaitu  mengenai  Shopee  affiliate program

dengan  akad  ju'alah.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan

penelitian sebelumnya adalah  mengenai objek penelitian, jika

dalam penelitian oleh M. Ridwan Mubarok di fokuskan pada

kejelasan akad pada program affiliate Shopee dan bagaimana

praktik  program  affiliate Shopee  dalam  hukum  Islam,

15M.  Ridwan  Mubarok,  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap

Praktik  Bisnis  Affiliate  Marketing  Pada  Platform  Belanja  Online  Shopee”,

Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bandung, Perpustakaan UIN Sunan Gunung

Djati, 2022, t.d.
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sedangkan  penelitian  ini  berfokus  kepada  komisi  yang

diperoleh dalam program Shopee affiliate dalam hukum Islam

yaitu status komisi yang tidak valid yang di dapatkan anggota

affiliate setelah berhasil menjual produk.

Kedua, skripsi yang ditulis Arina Nur Azizah, UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta (2022), yang berjudul “Tinjauan Hukum

Islam  Terhadap  Aplikasi  Penghasil  Uang  dalam  Shopee

Affiliates Program  Pada  Aplikasi  Shopee”.  Hasil  dalam

penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  praktik  penggunaan

aplikasi  penghasil  uang  dalam  Shopee  Affiliates program

sudah memenuhi unsur dan syarat sesuai dengan teori yang

digunakan yaitu akad  ju'alah,  dan juga telah sesuai  dengan

teori lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang

termuat dalam fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007

tentang  akad  ju'alah.  Namun  dalam  penelitian  ditemukan

perbedaan  dalam  masalah  penyelesaian  sengketa  di  mana

penyelesaian  sengketa  pihak  Shopee  melalui  Arbitrase

Nasional  dan fatwa  DSN MUI No.  62/DSN-MUI/XII/2007

melalui Arbitrase Syariah Nasional.16

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang

penulis  lakukan,  yaitu  membahas  tentang  Shopee  affiliate

program dengan akad ju'alah, namun terdapat perbedaan pada

objek,  objek  yang  diteliti  oleh  Arina  Nur  Azizah  lebih

menekankan  diperbolehkannya  atau  tidak  praktik  program

16Arina Nur Azizah,  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil

Uang Dalam Shopee Affiliates Program Pada Aplikasi Shopee”, Skripsi Hukum

Ekonomi Syari'ah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2022, t.d.
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Shopee  affiliate sebagai  penghasil  uang,  sedangkan  objek

dalam penelitian ini lebih menekankan kepada permasalahan

komisi  yang  di  dapatkan  berstatus  tidak  valid  dilihat  dari

hukum Islam.

Ketiga,  skripsi  yang  ditulis  oleh  Adnan  Rafiqih,  UIN

Syarif  Hidayatullah  Jakarta  (2022),  yang  berjudul  “Sistem

Affiliate Dalam  Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam

dan Hukum Positif di Indonesia”. Hasil dalam penelitian ini

menyimpulkan  bahwa  sistem  affiliate  dalam  marketplace

Shopee  menurut  hukum Islam  memiliki  kesamaan  dengan

akad samsarah dan akad ju'alah. Sistem affiliate ini termasuk

dalam muamalah  yang  diperbolehkan.  Begitu  juga  dengan

hukum  positif  di  Indonesia  tidak  ada  larangan  dan  tidak

dibahas  secara  detail  dalam  menggunakan  sistem  affiliate.

Sistem  affiliate dalam  marketplace Shopee  diperbolehkan

dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia apabila

tidak ada faktor yang menyebabkan rusaknya akad jual beli,

seperti barang yang dijual merupakan barang haram, adanya

unsur gharar dan adanya unsur riba.17

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang

penulis  lakukan,  yaitu  mengenai  program Shopee  affiliate,

Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian, objek

yang diteliti oleh Adnan Rafiqih adalah sistem affiliate dalam

marketplace Shopee dalam hukum Islam dan hukum positif di

17Adnan Rafiqih,  “Sistem  Affiliate  Dalam Marketplace  Shopee  Menurut

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi Perbandingan Madzhab,

Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2022, t.d.
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Indonesia.  Sedangkan objek  pada  penelitian  penulis  adalah

mengenai  praktik  pembayaran  komisi  yang  diperoleh  dari

promosi  penjualan  produk  di  media  sosial  dalam program

Shopee affiliate dengan status komisi yang tidak valid.

Keempat,  jurnal  yang  ditulis  oleh  Aninda  Nurhidayati

(2022)  yang  berjudul  “Praktik  Affiliate  Marketing Pada

Platform  E-Commerce dalam  Tinjauan  Hukum  Ekonomi

Syariah”,  Affiliate  marketing adalah  salah  satu  bentuk

pemasaran  produk  dengan  menjualkan  produk  orang  lain.

Sistem  afiliasi  yang  dilakukan  oleh  Shopee  adalah  sistem

komisi  yang  berbasis  pay  per  sale.  Dalam  penelitian  ini

praktik  kerjasama  affiliate  marketing yang  dilakukan  oleh

Shopee dengan peserta  afiliasi  dapat  diperbolehkan dengan

beberapa  ketentuan  syarat  dalam  prinsip-prinsip  hukum

Ekonomi Islam. Praktik komisi yang dilakukan oleh Shopee

dan  peserta  afiliasi  dalam  Islam  identik  dengan  akad

samsarah dan wakalah bil ujrah. 18 

Penelitian  ini  mempunyai  persamaan  dengan  penelitian

yang  ditulis  oleh  Aninda  Nurhidayati,  yaitu  mengenai

affiliate,  namun ada perbedaan mengenai objek, jurnal oleh

Aninda Nurhidayati lebih menekankan terkait praktik affiliate

markeing  dalam  e-commerce dalam  prespektif  hukum

ekonomi syariah, sedangkan penulis lebih menekankan terkait

18Fathur Rahman, “Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-Commerce

dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum

Islam, vol. 6, no. 1, (April, 2022).
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praktik  pembayaran  komisi  oleh  Shopee  dalam  program

Shopee affiliate.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Atsna Farihatul 'Ulya dan

Burhanuddin Susamto (2018),  yang berjudul  “Perlindungan

Hukum Mitra  Program Afiliasi  E-commerce  di  Indonesia”,

artikel jurnal ini fokus kepada perlindungan hukum terhadap

afiliasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban program afiliasi

Lazada.co.id  pada  komunitas  lazabot  Hal  itu  dikarenakan

banyaknya  afiliasi  yang  tidak  mendapatkan  haknya  sesuai

dengan  kesepakatan  dalam  program  afiliasi  yang

mengakibatkan afiliasi mengalami kerugian. Sehingga tujuan

artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum

bagi  afiliasi  baik  dalam  pemenuhan  hak  dan  juga

penyelesaian  sengketa  yang  kemudian  ditijau  dari  KUH

Perdata  dan  Fatwa  DSN  MUI  No.62/DSN-MUI/XII/2007

tentang  akad  Ju'alah.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis

empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Hail  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perjanjian  yang

dilaukan  afiliasi  dengan  lazada.co.id  merupakan  perjanjian

kemitraan berdasarkan KUH Perdata, dalam Islam perjanjian

tersebut  merupakan  akad  ju'alah.  Dalam  pelaksanaan

perjanjian tersebut  belum memberikan perlindungan hukum

terhadap afiliasi sebagai mitra Lazada.co.id yang dapat dilihat

dari beberapa klausa yang termuat dalam kontrak tersebut.19

19Atsna Farihatul 'Ulya dan Burhanuddin Susamto, “Perlindungan Hukum

Mitra Program Afiliasi  E-commerce di  Indonesia”,  dalam Journal  of Islamic

Business Law, vol. 2, issue. 2, (2018).
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang

penulis  lakukan  yaitu  membahas  mengenai  pembayaran

komisi afiliasi, namun pada penelitian yang ditulis oleh Atsna

Farihatul  'Ulya  dan  Burhanuddin  Susamto  difokuskan

terhadap  permasalahan  dalam  program  afiliasi  Lazada,

sedangkan penulis dalam penelitian ini difokuskan terhadap

permasalahan komisi yang tidak valid pada program Shopee

affiliate.

Dari  beberapa penelitian yang telah disebutkan di  atas,

dapat  disimpulkan  bahwa  ada  beberapa  persamaan  dan

perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis.

Adapun  persamaan  yang  dapat  penulis  hubungkan  dengan

penelitian terdahulu terletak  pada  praktik  Program  Affiliate

Marketing.  Sedangkan  perbedaan  penelitian  ini  dengan

penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan fokus

penelitian.  Sejauh  penelusuran  yang  telah  penulis  lakukan

dapat diketahui bahwa belum ada yang secara rinci bahkan

langsung  mengarah  kepada  praktik  pembayaran  komisi

program  affiliate yang  dilakukan  oleh  pihak  Shopee

berdasarkan  hukum Islam dan  hukum positif  di  Indonesia.

Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi untuk membahas

judul tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  empiris

dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan
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(field research), karena penelitian ini meneliti peristiwa,

kejadian  dan  perbuatan  nyata  yang  terjadi  dalam

masyarakat.20 Penelitian  ini  merupakan  penelitian

kualitatif  karena ditujukan untuk memahami fenomena-

fenomena  sosial  dari  sudut  atau  prespektif  partisipan.

Partisipan  adalah  orang-orang  yang  diajak  untuk

melakukan  wawancara,  diobservasi,  dan  diminta

memberikan  data,  pendapat,  serta  presepsinya  dengan

menggunakan  strategi  yang  bersifat  interaktif  seperti

observasi langsung dan wawancara.21

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini

adalah  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis

(hukum dilihat  sebagai  norma  atau  das  sollen),  karena

dalam penelitian ini  menggunakan bahan-bahan hukum

(baik  bahan  hukum tertulis  atau  bahan  hukum primer

maupun  bahan  hukum  sekunder).  Pendekatan  empiris

(hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein),

karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang

diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis dalam

penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  menganalisis

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data

primer  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  objek

20Jonaedi  Efendi,  dkk,  Metode Penelitian Hukum Normatif  dan Empiris,
(Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2020), 151.

21Sandu Siyoto dan Ali Sodik,  Dasar Metodologi Penelitian,  (Yogyakarta:
Literasi Media Publishing, Cet ke-1, 2015), 14.
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penelitian  melalui  wawancara  dengan narasumber  yang

berhubungan dengan penelitian.22

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

a) Sumber Data Primer. Data primer adalah data yang

diperoleh  langsung dari  sumbernya,  data  tersebut

dapat diperoleh secara langsung dari personal yang

diteliti dan juga dapat diperoleh dari lapangan lalu

diamati  dan  dicatat  untuk  diteliti.23 Sumber  data

primer  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini

diperoleh secara langsung dari pengamatan penulis,

serta  dari  wawancara  yang  dilakukan  kepada  5

(lima)  orang  yang  sudah  tergabung  menjadi

anggota dalam program affiliates shopee.

b) Sumber  Data Sekunder.  Data  sekunder  yaitu  data

yang sudah diolah lalu didapatkan oleh peneliti dari

sumber yang lain sebagai tambahan informasi, data

tersebut dapat diperoleh dari inventarisasi terhadap

buku  literatur,  dokumen,  artikel,  dan  berbagai

bahan yang telah di dokumentasikan, diperoleh dan

dicatat  kemudian  dipelajari  hubungannya  dengan

pokok  permasalahan  yang  sedang  diteliti  yang

selanjutnya  akan  dilakukan  pengkajian  secara

22Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat), Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 9.
23Moh.  Pabundu  Tika,  Metodologi  Riset  Bisnis,  (Jakarta:  Bumi  Aksara,

2006), 57.
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menyeluruh.24 Sumber  data  sekunder  dalam

penelitian  ini  diperoleh  melalui  buku,  jurnal,

penelitian  terdahulu  dan  website yang  terkait

dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum

Terdapat  tiga  macam bahan yang  dipergunakan

oleh penulis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  bahan

hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang

bersifat  otoritas.  Di mana dalam hal  ini  bahan

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan,  catatan  catatan  resmi  atau  risalah

dalam  pembuatan  peraturan  perundang-

undangan25.  Dalam  penelitian  ini  penulis

menggunakan  bahan  hukum  primer  sebagai

berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Fatwa  DSN  No:  62/DSN-MUI/XII/2007

Tentang Akad Ju’alah;

3) Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 72;

4) Hadits  yang diriwayatkan  Abu Sa’id  hadis

yang  menceritakan  tentang  seorang  baduy

yang  disengat  kalajelengking  kemudian  di

24Ibid., 58.
25Soerjono Soekanto,  Pengantar  Penelitian Hukum,  (Jakarta:  Universitas

Indonesia Press, 1984), 141.
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bacakan  Alfatihah  oleh  seorang  sahabat

dengan  upah  bayaran  beberapa  ekor

kambing.

b) Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan  hukum

yang mendukung dan memperkuat bahan hukum

primer memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum  primer  yang  ada  sehingga  dapat

dilakukan  analisa  dan  pemahaman  lebih

mendalam26.  Maka  dalam  penelitian  ini  yang

menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

a) Penjelasan  dari  peraturan  perundang-

undangan  yang  digunakan  sebagai  bahan

hukum primer;

b) Buku  buku  literatur  bacaan  yang

menjelaskan  tentang  konsep  upah  dalam

fiqh muamalah, khususnya akad Ju'alah;

c) Penelitian terdahulu;

d) Jurnal  yang  berkaitan  tentang  pembayaran

komisi dari program affiliate;

e) Artikel yang bisa diakses di  platform resmi

Shopee dan portal berita online.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang

merupakan  pelengkap  yang  sifatnya

memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap

bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan

26Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat, Cetakan ke-17, (Jakarta:Rajawali Press, 2015), 23.
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hukum tersier dapat di contohkan seperti kamus

besar  bahasa  Indonesia,  Kamus  bahasa  Arab,

Kamus  bahasa  Inggris,  maupun  kamus  ilmiah

dan kamus hukum dan ekonomi.27

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

1. Observasi

Observasi  dalam  pengumpulan  data  penelitian

kualitatif,  dipilih  sebagai  alat  karena  penulis  akan

bisa  melihat,  mendengar  dan  merasakan  informasi

secara  langsung.28 Observasi  yang  dilakukan  pada

penelitian ini adalah mengamati praktik pembayaran

komisi pada Shopee Affiliate Program.

2. Dokumentasi

Menurut  Sugiyono,  dokumentasi  adalah  cara

untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk

buku,  arsip,  dokumen,  tulisan  angka,  dan  gambar,

serta  keterangan yang membantu penelitian.  Teknik

pengumpulan  data  secara  tidak  langsung  ditujukan

pada  subjek  penelitian,  namun  melalui  dokumen.29

Dokumentasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini

27 Ibid,. 54.
28Albi  Anggito  dan  Johan  Setiawan,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,

(Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 110.
29Sugiyono,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,

Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.
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meliputi pembayaran komisi dan permasalahan yang

berkaitan  dengan  pembayaran  komisi  pada  Shopee

Affiliate Program.

3. Wawancara

Wawancara  merupakan  salah  satu  cara  yang

dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara

tanya  jawab  sepihak  yang  dikerjakan  secara

sistematis  dan  berlandaskan  dengan  tujuan

penelitian.30 Dalam  penelitian  ini  penulis

mendapatkan  informasi  langsung  dengan  teknik

wawancara dari  5 (lima) anggota program  Affiliates

Shopee.

Wawancara  dari  bentuk  jawabannnya  ada  tiga

jenis  yakni  wawancara  terstruktur,  wawancara  semi

struktur, dan wawancara tidak berstruktur.

a) Wawancara  terstruktur  adalah  wawancara  yang

bersifat formal di mana telah disiapkan instrumen

penelitian  berupa  pertanyaan  tertulis  dan

alternatif  jawaban  telah  disiapkan,  kemudian

responden  diberikan  pertanyaan  yang  sama

kemudian peneliti mencatatnya;

b) Wawancara semi struktur adalah wawancara yang

bersifat  lebih  bebas  dari  wawancara  terstruktur

yaitu  dengan  meminta  pendapat  dan  ide

30Marzuki,  Metodologi Riset,  (Yogyakarta:  BPEE UII Yogyakarta, 2001),

82.
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responden  dengan  tujuan  untuk  menemukan

permasalahan secara lebih terbuka;

c) Wawancara  tidak  terstruktur  adalah  wawancara

yang bersifat bebas, peneliti tidak menggunakan

pedoman  wawancara  yang  telah  disusun secara

sistematis,  wawancara  tidak  terstruktur  hanya

berisi  garis-garis  besar permasalahan yang akan

ditanyakan.31

4. Teknik Analisis Data

Analisis  data  merupakan dalam penelitian kualitatif

merupakan  hal  yang  kritis.  Analisis  digunakan  untuk

memahami  suatu  hubungan  dan  konsep  yang  terdapat

dalam  data  sehingga  hipotesis  yang  ada  dapat

dikembangkan  dan  dievaluasi  sehingga  membuat

kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami.32 Dalam

penelitian  ini  penulis  mengungkap  masalah  tentang

praktik  pembayaran  komisi  promosi  penjualan  produk

dalam program  affiliates Shopee menurut hukum Islam.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan

analisis  kualitatif  lalu  setelah  itu  dipaparkan  secara

deskriptif,  yaitu dengan menjelaskan,  menguraikan, dan

menggambarkan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan

penelitian serta membuat penyelesaian dengan menjawab

31Mardawani,  Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data

dalam Prespektif Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 57-58.
32Hengki  Wijaya,  Analisis  Data  Kualitatif  Ilmu  Pendidikan  Teologi,

(Makasar: Sekolah Tinggi Teologis Jaffrau, 2018), 52.
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rumusan masalah yang telah dibuat.  Teknik analisis  ini

mempunyai tiga komponen dasar yaitu:

1. Reduksi  Data,  dapat  diartikan  sebagai  proses

pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada

penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan.  Reduksi  data  bentuk  analisis  yang

dilakukan  untuk  menajamkan,  menggolongkan,

menajamkan,  mengarahkan  dan  membuang  yang

tidak perlu dengan cara memisahkan data yang sesuai

dan  data  yang  tidak  sesuai,  hingga  dapat  ditarik

kesimpulan.

2. Penyajian Data, data yang sudah terkumpul kemudian

disajikan  dalam  bentuk  informasi  tersusun  yang

memungkinkan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan

pengambilan  tindakan,  data  yang  disajikan  dipilih

sesuai kebutuhan.

3. Penarikan  Kesimpulan,  langkah  terakhir  dalam

menganalisis data. Kesimpulan akhir ini tidak terjadi

saat proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu

diverifikasi  agar  benar-benar  dapat

dipertanggungjawabkan.33

33Miles  dan  Huberman,  Analisis  Data  Kualitatif,  (Jakarta:  Universitas

Indonesia Press, 1992), 16.
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G. Sistematika Penulisan

Dalam  sistematika  pembahasan,  skripsi  ini  terdiri  dari

lima bab, yang masing-masing bab akan membahas dari dasar

penelitian hingga kesimpulan. Berikut sistematika penulisan

pada penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi  gambaran  umum  tentang  penelitian

yang meliputi latar belakang, rumusan masalah,

tujuan  penulisan,  manfaat  penulisan,  telaah

pustaka,  metode  penelitian,  dan  sistematika

penulisan.

BAB II : KONSEP UMUM AKAD JU'ALAH

Meliputi  konsep  umum  akad  ju'alah,

membahas tentang konsep ju'alah,    rukun dan

syarat  ju'alah,  pengupahan  dalam  ju'alah,

pembatalan  akad  ju'alah,  penyelesaian

perselisihan antara para pihak, serta perbedaan

di antara ju'alah dan ijarah keduanya. 

BAB III :PRAKTIK  PEMBAYARAN  KOMISI

PROMOSI  PADA SHOPEE  AFFILIATES

PROGRAM DI TWITTER

Meliputi  jenis  komisi  promosi  pada  Shopee

Affiliate program  dan  praktik  pembayaran

komisi  promosi  pada  Shopee  Affiliates

Program di Twitter.
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BAB IV :ANALISIS  HUKUM  ISLAM  TERHADAP

PRAKTIK  PEMBAYARAN  KOMISI

PROMOSI  SHOPEE  AFFILIATES

PROGRAM DI TWITTER

Meliputi  hasil  analisis  penulis  berdasarkan

hasil temuan di lapangan secara langsung dan

tidak  langsung  yang  meliputi:  bagaimana

praktik pembayaran komisi promosi penjualan

produk  pada  Shopee  affiliates program  dan

bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap

praktik pembayaran komisi promosi penjualan

produk  pada  Shopee  affiliates program di

Twitter.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.
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BAB II

KONSEP UMUM AKAD JU'ALAH

A. Pengertian Ju'alah

Secara  etimologis,  al-ju'lu berarti  upah.  Ja'altu  lahu

ju'lan artinya aku membuat upah untuknya Ji'alah dapat juga

dibaca  ja'alah.  Ibnu  Faris  menyatakan  bahwa  al-ja'lu,  al-

ja'alah artinya  suatu  pekerjaan  yang  dilakukan.  Adapun

ju'alah secara  istilah  yaitu  memberikan  upah  (ja'l)  kepada

orang  yang  telah  melakukan  pekerjaan  untuknya,  misalnya

orang  yang  telah  mengembalikan  hewan  yang  tersesat

(dhalalah), dan mengembalikan budak yang kabur.34 Secara

bahasa,  ju'alah  adalah  janji  memberikan  imbalan  atau

award/ja;izah (al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah) kepada pihak

lain ketika berhasil mencapai  natijah tertentu.  Al-'amil  tidak

berhak mendapatkan imbalan dari  ja'il jika  tidak mencapai

natijah secara  sempurna.  Akad  ju'alah termasuk  akad

pertukaran  (mubadalah/mu'awadhat),  di  dalamnya  terdapat

pertukaran antara al-ju'l (imbalan) dan al-natijah (pencapaian

prestasi).
Adapun pengertian  ju'alah secara istilah yang dijelaskan

oleh ulama, antara lain:

34Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 311-322.
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1. Dalam  kitab  Mughni  al-Muhtaj (2/429),  Kasyf  al-

Qina' (4/225),  dan  al-Syarh  al-Shaghir (4/79)

dijelaskan bahwa arti ju'alah secara istilah adalah:

 الّْتّزَامْ عّوَضْ مَعْلوُْمْ عَلىَ عَمَلْ مُعَيانْ عَسَرَ عّلْمُهُ
“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas
atas suatu pekerjaan tertentu yang sulit ilmunya”.

2. Dalam kitab  al-Qawain al-Fiqhiyyah (275),  al-Syarh

al-Kabir (4/60),  dan  Bidayat  al-Mujtaid (2/232),

ulama Malikiah menjelaskan bahwa arti ju'alah secara

istilah adalah:

جَارَةْ عَلىَ عَمَلْ مَظْنوُْنْ حُصُوْلهاَ أنَاهاَ الّْ
“Ju'alah  adalah  (akad)  sewa  atas  pekerjaan
yang diduga dapat tercapai hasilnya”.35

 Menurut  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah,  ju’alah

adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada

pihak  kedua  atas  pelaksanaan  suatu  tugas/pelayanan  yang

dilakukan pihak kedua untuk memenuhi  kepentingan pihak

pertama36 Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional

No.  62/DSN-MUI/XII/2007,  akad  ju'alah adalah  janji  atau

komitmen  (iltizam)  untuk  memberikan  imbalan

(reward/'iwadh/ju'l)  tertentu  atas  pencapaian  hasil  (natijah)

yang ditentukan dari suatu pekerjaan.37

35Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan

Ju'alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 272.
36Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 322.
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Pada umumnya pakar hukum memiliki pendapat bahwa

ju'alah merupakan janji (al-wa'd) untuk memberikan hadiah,

imbalan atau komisi, terkesan bahwa ju'alah merupakan janji,

bukan  akad  atau  perjanjian.  Namun,  jika  dilihat  dari

substansinya  ju'alah termasuk  perjanjian  (akad  atau

perikatan),  karena  ju'alah memuat  hak  dan kewajiban bagi

masing-masing pihak.38

B. Dasar Hukum Ju'alah

Ulama  ahli  fiqh memperbolehkan  akad  ju'alah,  hal  itu

didasarkan kepada  kemudahan yang terdapat  dalam prinsip

aturan  hukum  fiqh.  Kebolehannya  adalah  rukhshah

(keringanan) dari sebuah larangan, dikarenakan akad  ju'alah

ini  terdapat  unsur  gharar yang dilarang hukum muamalah.

Kebolehan  akad  ju'alah ini  didasarkan  pada Al-Qur'an,

Hadits, dan ijtihad para ulama. Berikut adalah dalil-dalil yang

mendasari diperbolehkannya akad ju'alah:

a. Al-Qur'an

Dasar  hukum  akad  ju'alah dalam  Al-Qur'an  terdapat

dalam firman Allah Q.S Yusuf ayat 72:

انَاَ۠ بّهٖ ءَ بّهٖ حّمْلُ بعَّيْرْ وا قاَلوُْا نفَْقّدُ صُوَاعَ الْمَلكّّ وَلمَّنْ جَاء

٧٢زَعّيْمٌ 

37 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad

Ju'alah.
38Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan

Ju'alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 273.
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Mereka  menjawab,  “Kami  kehilangan  cawan  raja,
dan  siapa  yang  dapat  mengembalikannya  akan
memperoleh  (bahan  makanan  seberat)  beban  unta
dan aku jamin itu.” Q.S Yusuf: 72 [2]39

b. Hadits

لّ ثنَاَ أبَوُ عّوَانةَُ عَنْ أبَيّ بّشْرّ عَنْ أبَيّ مُتوََكم ثنَاَ أبَوُ الن عْمَانُ حَدا حَدا

عَنْ أبَيّ سَعّيْدّ رَضّيَ اا عَنْهُ قاَلَ انْطَلقََ نفَرٌَ مّنْ  أصَْحَابّ النابيّم

صَلاى اا عَليَْهّ وَسَلامَ فيّْ سَفرََةْ سَافرَُوْهاَ حَتاى نزََلوُا عَلىَ حَيٍ مّنْ

أحَْياَءّ الْعَرَبّ فاَسْتضََافوُْهمُْ فاَبَوُْا أنَْ يضُّيْفوُْهمُْ فلُدُّغُ سَيمدُ ذَلكَّ

الْحَي  فسََعُوْا لهَُ بكُّلم شَيْءْ لَ ينَْفعَُهُ شَيْءٌ فقَاَلَ بعَْضُهمُْ لوَْ أتَيَْتمُْ

هْطُ الاذّيْنَ نزََلوُْا لعََلاهُ أنَْ يكَُوْنَ عّنْدَ بعَْضّيْهّمْ شَيْءٌ هؤَُلَءّ الرا

هْطُ إنّا سَيمدَناَ لدُّغَ وَ سَعَيْناَ لهَُ بكُّلم شَيْءٌ لَ فأَتَوُْهمُْ فقَاَلوُْا ياَ أيَ هاَ الرا

ّ إنّميْ ينَْفعَُه  فهَلَْ عّنْدَ أحََدٌ مّنْكُمْ مّنْ شَيْءٌ فقَاَلَ بعَْضُهمُْ نعََمْ وَاا

ّ لقَدَّ اسْتضََفنَاَكُمْ فلَمَْ تضُّيْفوُْناَ فمََا انَاَ بّرَاقّ لكَُمْ لَرَْقيَ وَلكَّنْ وَاا

حَتاى تجَْعَلوُْا لنَاَ جُعَل  فصََالحَُوْهمُْ عَلىَ قطَّيْعْ مّنَ الْغَنمَّ فاَنْطَلقََ

ّ رَبم الْعَالمَّيْنَ فكََأنَامَا نسُْبطُّ مّنْ عّقاَلّ يتَْعَلُ عَليَْهّ وَيقَْرَأُ الْحمْدُ لّا

فاَنْطَلقََ يمَْشّيْ وَمَا بّهّ قلَْبهُُ قاَلَ فأَوَْفوُْهمُْ جَعَلهُمُْ الاذّيْ صَا لحَُوْهمُْ

عَليَْهّ فقَاَلَ بعَْضُهمُْ أقَْسّمُوْ فقَاَلَ الاذّيْ رَقيَ لَ تفَْعَلوُْ حَتاى تأَتْيّْ

ُ عَليَْهّ وَسَلامَ فذََكَرَ لهَُ الاذّيْ كَانَ فنَْتظََرَ مَا يأَمُْرَناَ النابيّْ صَلاى اا

ّ عَليَْهّ وَسَلامَ فذََكَرُوْا لهَُ فقَاَلَ وَمَا ّ صَلاى اا فقَدَّمُوْا عَلىَ رَسُوْلّ اا

يدُْرّيْكُ إنّاهاَ رُقْيةٌَ ثمُا قاَلّ قدَْ اصََبْتمُْ اقَْسّمُوْا وَاضَرّبوُْ ليّ مَعَكُمْ

ّ ّ عَليَْهّ وَسَلامَ قاَلَ ابَوُْ عَبْدّ اا ّ صَلاى اا بيَْنهَمَُا فضََحّكَ رَسُوْلُ اا
39Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an”, https://quran.kemenag.go.id (diakses

11/12/22).
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دُ ح وَ حَدَثنَاَ عَبْدُ الْمَلكُّ بْنُ اجُ يعَْنيّْ ابْنّ مُحَما ثنَاَ حُجا وَقاَلَ شُعْبةٌَ حَدا

شُعَيْبُ وَ حَدَثنَاَ ابْنَ وَهبَّ عَنّ الالْبّثّ بْنّ َسَعْدّ عَنْ حَيْوَةَ بْنّ شُرَيْحّ

ُ صَلىا ّ بْنّ عَمْرّ وَأنَا رَسُوْلَ اا عَنْ اْبنّ شُفيٌَ عَنْ أبَّيْهّ عَنْ عَبْدّ اا

ُ عَليَْهّ وَسَلامَ قاَلَ لّلْغَازّيْ أجَْرُهُ وَلّلْجَاعّلّ أجَْرُهُ وَ أجَْرُ الْغَازّي  اا

“Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah
menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyir
dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id radhiallahu 'anhu
berkata  :  sebagian  sahabat  nabi  shallallahu  ‘alaihi
wasallam pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan.
Mereka  singgah  di  sebuah  perkampungan  Arab,  lalu
mereka  meminta  jamuan  kepada  mereka  (penduduk
tersebut),  tetapi  penduduk  tersebut  menolaknya,  lalu
kepala  kampung  tersebut  terkena  sengatan,  kemudian
penduduknya  telah  bersusah  payah  mencari  sesuatu
untuk  mengobatinya  tetapi  belum  juga  sembuh.
Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau
kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para
sahabat).  Mungkin  saja  mereka  mempunyai  sesuatu
(untuk menyembuhkan)”. Maka mereka pun mendatangi
para sahabat lalu berkata “wahai kafilah! sesungguhnya
pemimpin  kami  terkena  sengatan  dan  kami  telah
berusaha mencari sesuatu untuk (mengobati)-nya, tetapi
tidak  berhasil.  Maka  apakah  salah  seorang  di  antara
kamu  punya  sesuatu  (untuk  mengobatinya)?.”  Lalu  di
antara para sahabat ada yang berkata, “Ya. Demi Allah,
saya  bisa  meruqyah.  Tetapi,  demi  Allah,  kami  telah
meminta  jamuan  kepada  kamu  namun  kamu  tidak
memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak
akan  meruqyah  untuk  kalian  sampai  kalian  mau
memberikan  imbalan  kepada  kami.  Maka  mereka  pun
sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia
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pun  pergi   (mendatangi  kepala  kampung  tersebut),
kemudian  meniupnya  dan  membaca  “alhamdulilahi
rabbil  alamin..”  (surat  al  fatihah),  maka  tiba  tiba  ia
seperti baru terlepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan
kembali  tanpa  merasakan  sakit.  Kemudian  mereka
memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian
sebagian sahabat berkata, “bagikanlah.” Tetapi sahabat
yang meruqyah berkata, “jangan kalian lakukan sampai
kita  mendatangi  nabi  shallallahu  alaihi  wasallam lalu
kita  sampaikan  kepadanya  masalahnya,  kemudian  kita
perhatikan  apa  yang  beliau  perintahkan kepada kita.”
Kemudian mereka pun datang menemui  Raulullah Saw
dan  menyebutkan  masalah  itu.  Kemudian  beliau
bersabda, “dari mana kamu tahu, bahwa al-fatihah bisa
sebagai  ruqyah?.”  kemudian  beliau  bersabda,  “kamu
telah  bersikap benar!  bagikanlah  dan  sertakanlah  aku
bersama  kalian  dalam  bagian  itu”. (HR  Bukhari  dan
Muslim)40

Ulama  fiqh sepakat  bahwa  akad  ju'alah diperbolehkan

dan  bersifat  ghair  lazim atau  tidak  mengikat.  Sedangkan

disisi  lain  Madzhab  Hanafi  tidak  memperbolehkan  ju'alah

dikarenakan  dalam transaksi  ju'alah terdapat  unsur  gharar

yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang

ditentukan,  hal  itu  di  analogikan  dengan akad  ijarah yang

mensyaratkan  adanya  kejelasan  atas  pekerjaan,  upah  dan

jangka  waktu.  Namun demikian sebagian ulama Hanafiyah

ada yang memperbolehkan akad ju'alah dengan dasar istihsan

40Ibid., 228-229.
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(karena ada nilai manfaat) yang dapat merugikan salah satu

pihak.41 

C. Rukun dan Syarat Ju'alah

Pada umumnya rukun dan syarat itu mencakup dua hal,

yaitu  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif.  Subjek  hukum

dalam  akad  ju'alah yaitu  'amil dan  ja'il,  sighat akad

(pernyataan ijab dan qabul), imbalan, pekerjaan, dan jangka

waktu. Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-

rukun tersebut antara lain:

1. Ja'il,  yaitu  orang  yang  menyatakan  mampu  memberi

imbalan  kepada  ma'jul  lah.  Syarat-syarat  seorang  ja'il

yaitu harus cakap hukum  Cakap hukum dalam hal  ini

apabila  memenuhi  tiga  indikator,  yaitu  dewasa,  berakal

sehat,  dan  mampu.  Ulama  Hanafiah  dan  Malikiyah

membolehkan  akad  ju'alah yang  dilakukan  ja'il yang

mumayyiz (dewasa  secara  fisik  dan  kecerdasan,  namun

belum dewasa secara hukum atau masih di bawah umur).

2. Amil adalah  orang  yang  menyatakan  mampu

melaksanakan pekerjaan dari  ja'il. Syarat seorang  ma'jul

lah adalah  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan

pekerjaan yang diakadkan.

3. Imbalan  (al-ju'l/al-ujrah)  harus  berupa  harta  yang

diketahui baik dari kualitas maupun kuantitasnya, halal,

sesuai yang dijanjikan, serta dapat diserahterimakan. Jika

41Ahmad  Ifham  Sholihin,  Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah,  (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2016), 373.
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upah  imbalannya  tidak  jelas  maka  akad  ju'alah batal

hukumnya.

4. Pekerjaan, yaitu berupa pekerjaan yang hasilnya (natijah)

dapat diketahui (ma'lum) dan diukur (mundhabith). Selain

untuk menghindari perselisihan sengketa (al-niza'), akad

ju'alah harus terhindar dari sifat-sifat yang tidak terukur

dan sulit diukur. Adapun ulama mendiskusikan beberapa

hal  mengenai pekerjaan dan hasil  yang diharapkan  ja'il

dalam akad ju'alah yaitu:

a) Pekerjaan  yang  termasuk  ibadah  fisik  yang

manfaatnya  tidak  dapat  dirasakan  kecuali  oleh

orang yang melakukan pekerjaan,  seperti  sholat

dan  puasa,  tidak  boleh  mengambil  upah  dari

pekerjaan tersebut. Sebaliknya, boleh mengambil

upah  atas  pekerjaan  yang  mempunyai  manfaat

yang  dapat  dirasakan  oleh  pihak  lain,  seperti

adzan dan mengajarkan Al-Qur'an.

b) Hasil  pekerjaan  ma'jul  lah dalam akad  ju'alah

harus  benar-benar  dirasakan  manfaatnya  oleh

pihak  ja'il,  maka  dari  itu  ju'alah tidak  boleh

dilakukan atas pekerjaan yang tidak bermanfaat,

terutama bagi ja'il.

c) Ulama  Syafi'iyah  mensyaratkan  adanya  kalfah

atau  kesulitan  dalam  ikhtiar yang  berupa

pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  ma'jullah.  Jika

tidak  ada  unsur  kalfah maka  ma'jul  lah tidak

berhak mendapatkan imbalan. Sementara itu al-
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Qadhi  'Abf  al-Wahhab  (ulama  Malikiyah)

berbeda pendapat dengan ulama Syafi'iyah yang

menetapan  pekerjaan  ma'jullah dalam  akad

ju'alah harus pekerjaan yang mudah dan ringan.42

5. Shighat  atau  akad  yang  menunjukkan  pokok

pekerjaan yang akan diberi imbalan dan berisi  janji

untuk memberi imbalan atau hadiah. Shighat dalam

akad terdiri dari ijab dan qabul. Lafadz sighat harus

jelas  dan  mudah  dipahami  serta  berisi  janji  untuk

memberikan  imbalan  atas  pekerjaan  yang

ditentukan.43

Menurut pendapat ulama Malikiyah pada umumnya

mereka tidak boleh ditentukan batas waktu dalam akad

ju'alah.  namun ada sebagian di antara ulama Malikiyah

yang  memperbolehkan  adanya  batas  waktu  serta  hasil

(natijah) yang diharapkan. Apabila sudah menyelesaikan

sesuai jangka waktu yang ditentukan,  ma'jul lah berhak

memperoleh  imbalan,  dan  berlaku  sebaliknya  jika

ma'jullah tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  dalam

waktu  yang  ditentukan  maka  amil  tidak  mendapat

imbalan.

Mengenai  imbalan  dalam  akad  ju'alah ulama

Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh mendahulukan

42Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maiyah Akad Ijarah dan

Ju'alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 275-279.
43Abd. Misno,  Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis

Syariah, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 275.

35



pembayaran imbalan sebelum  ma'jul lah menyelesaikan

pekerjaan,  jika  telah  menyelesaikan  pekerjaan  maka

dianjurkan  untuk  segera  membayar  imbalan.  Hal  ini

dikarenakan  substansi  dari  akad  ju'alah adalah

kemanfaatan,  artinya  manfaat  akad  ju'alah itu  harus

benar-benar dirasakan  oleh  ja'il , setelah itu pihak amil

boleh menerima imbalannya.44

D. Pengupahan dalam Ju'alah

Dalam menentukan pekerjaan dan besaran upah seseorang

itu ditentukan melalui standar kompensasi yang dimiliki, yaitu

sebagai berikut:

a.  Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat teknis

seperti  pekerjaan  di  bidang  mekanik  perbengkelan,

pekerjaan di proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di

bidang mekanik lainnya.

b. Kompetensi  sosial,  yaitu  pekerjaan  yang  bersifat

hubungan  antar  manusia  seperti  pemasaran,  dan

hubungan kemasyarakatan.

c.  Kompetensi  manajerial,  yaitu  pekerjaan  yang  bersifat

pendataan  dan  pengaturan  usaha  seperti  manajer

keuangan, manajer produksi.

d. Kompetensi intelektual, yaitu pekerjaan yang bergerak di

bidang perencanaan seperti guru, dosen, konsultan.

44Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maiyah Akad Ijarah dan

Ju'alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 275-279.
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Dalam  praktik  pemberian  upah,  mengikuti  sistem

pengupahan pasar,  sistem upah tergantung jenis pekerjaan.

Jumhur  ulama  tidak  memberikan  batasan  maksimal  atau

minimal  dikarenakan  dalil  yang  mengharuskan  untuk

membatasinya.  Ulama  Hanafiyah  tidak  menetapkan

pekerjaan tentang awal waktu perjanjian, sedangkan ulama

Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab kalau tidak dibatasi akan

menyebabkan tidak diketahui  oleh awal waktu yang wajib

dipenuhi.45

E. Perbedaan Akad Ju'alah dan Ijarah

a. Pada ju'alah upah  atau  hadiah  yang  dijanjikan  hanya

diterima jika orang yang menyanggupi pekerjaan tersebut

berhasil  menyelesaikan  pekerjaan  tersebut.  Sedangkan

pada  ijarah,  orang  yang  melakukan  pekerjaan  berhak

menerima upah sesuai dengan ukuran atau prestasi yang

diberikan  meskipun  pekerjaan  belum  selesai  dan  upah

dapat ditentukan sebelumnya.

b. Pada  ju'alah terdapat unsur  gharar,  yaitu spekulasi atau

untung-untungan  karena  terdapat  ketidakjelasan  dari

batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk

pekerjaannya. Sedangkan dalam akad ijarah batas waktu

penyelesaian pekerjaan ditentukan dalam akad.

45M.  Syaikhul  Arif,  “Ju'alah  dalam  Pandangan  Islam”,  dalam  Jurnal

Siyasah:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara, vol.  2,  edisi  2,  (Desember,  2019);

ejournal.annadwahkualatungkal, 30-31.

37



c. Pada  ju'alah tidak  dibenarkan  memberikan  upah  atau

hadiah  sebelum  pekerjaan  selesai.  Sedangkan  dalam

ijarah dibenarkan atau diperbolehkan memberikan upah

sebelum  pekerjaan  selesai  baik  sebagian  maupun

keseluruhan sesuai kesepakatan dalam akad.

d. Tindakan  hukum  yang  dilakukan  dalam  akad  ju'alah

bersifat  sukarela,  apa  yang  dijanjikan  bisa  dibatalkan

selama  pekerjaan  belum  dimulai  tanpa  menimbulkan

akibat hukum. Sedangkan pada  ijarah bersifat mengikat

para pihak yang berakad, jadi dapat menimbulkan akibat

hukum bagi para pihak yang bersangkutan sesuai dengan

kesepakatan dalam akad.

e. Dari segi ruang lingkupnya Madzhab Maliki menetapkan

kaidah bahwa siapa yang bisa menjadi objek akad dalam

transaksi  ju'alah boleh  menjadi  objek  dalam  transaksi

ijarah. Namun, tidak semua yang diperbolehkan menjadi

objek  ijarah bisa  menjadi  objek  ju'alah,  jadi  ruang

lingkup ijarah lebih luas daripada ruang lingkup ju'alah.46

E. Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad

Ju'alah

Salah  satu  bentuk  pelayanan  jasa,  baik  dalam  sektor

keuangan,  bisnis  maupun  sektor  lainnya,  yang  menjadi

kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran

imbalannya  (reward/'iwadh/ju'l)  bergantung pada  pencapaian

46Ahmad  Ifham  Sholihin,  Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah,  (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2016).
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hasil  (natijah)  yang  telah  ditentukan.  Agar  pelaksanaan

pelayanan  jasa  sesuai  dengan  prinsip  syari'ah,  DSN-MUI

memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  akad  ju'alah

sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.

1. Ketentuan umum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

a) Ju'alah,  adalah  janji  atau  komitmen  (iltizam)  untuk

memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu atas

pencapaian hasil  (natijah)  yang ditentukan dari  suatu

pekerjaan.

b) Ja'il,  adalah  pihak  yang  berjanji  akan  memberikan

imbalan  tertentu  atas  hasil  pekerjaan  (natijah)  yang

ditentukan.

c) Ma'jul lah adalah pihak yang melaksanakan ju'alah.

2. Ketentuan akad

a) Pihak  ja'il harus  memiliki  kecakapan  hukum  dan

kewenangan  (muthlaq  al-tasharruf)  untuk  melakukan

akad;

b) Objek ju'alah (mahal al-'aqd/ma'jul alaih) harus berupa

pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak

menimbulkan akibat yang dilarang.

c) Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus

jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran

d) Imbalan  ju'alah (reward/'iwadh/ju'l)  harus  ditentukan

besarannya oleh ja'il dan diketahui oleh para pihak pada

saat penawaran;
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e) Tidak  boleh  ada  syarat  imbalan  diberikan  di  muka

(sebelum pelaksanaan objek ju'alah)

3. Ketentuan Hukumnya

a) Imbalan  ju'alah hanya  berhak  diterima  oleh  pihak

ma'jul  lah apabila  hasil  dari  pekerjaan  tersebut

terpenuhi.

b) Pihak  ja'il harus  memenuhi  imbalan  yang

diperjanjikannya  jika  pihak  ma'jul  lah menyelesaikan

(memenuhi)  prestasi  (hasil  pekerjaan/natijah)  yang

ditawarkan.

4. Ketentuan Penutup

a) Jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para

pihak dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka

maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  badan

Arbitrase  Syariah Nasional  atau melalui  Pengadilan

Agama

b) Fatwa ini  berlaku sejak tanggal  di  tetapkan dengan

ketentuan  jika  di  kemudian  hari  ternyata  terdapat

kekeliruan  akan  diubah  dan  disempurnakan

sebagaimana mestinya.47

F. Berakhirnya Akad Ju'alah

Ulama Maliki,  Syafi'i  dan Hambali  akad  ju'alah adalah

sukarela,  menurut  mereka  baik  ja'il dan  ma'jul  lah dapat

47Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
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membatalkan akad, namun berbeda pendapat mengenai kapan

bolehnya melakukan pembatalan.

1. Ulama Maliki berpendapat bahwa akad ju'alah dapat

dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua

melaksanakan pekerjaan.

2. Syafi'i  dan Hambali berpendapat bahwa pembatalan

dapat  dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu

selama  pekerjaan  itu  belum  selesai.  Apabila  salah

satu  pihak  membatalkan  akad  ju'alah sebelum

pekerjaan  dilaksanakan,  maka  keadaan  ini  tidak

menimbulkan  akibat  hukum.  Artinya  pihak  kedua

tidak  berhak  terhadap  upah  yang  dijanjikan  karena

pekerjaan  belum dilakukan.  Apabila  pihak  pertama

yang  membatalkan  akad  ju'alah ketika  pekerjaan

sedang  berlangsung,  menurut  madzhab  Syafi'i  dan

Hambali pihak pertama wajib membayar upah kepada

pihak kedua.48

G. Penyelesaian Perselisihan dalam Akad Ju'alah

Jika  terjadi  perselisihan  antara  para  pihak  yang
melakukan  akad,  maka  menurut  ulama,  penyelesaiannya
adalah sebagai berikut:

1. Jika keduanya berselisih mengenai pemberian upah dan

penyebutannya, misal pekerja mengatakan “kamu berjanji

memberikan upah”, namun orang yang menyuruh dalam

48Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2003), 8-9.
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akad  ju'alah (ja'il) mengingkarinya, maka pekerja harus

membawa bukti  dari  perkataannya  itu.  Jika tidak dapat

membuktikannya,  pendapat  yang  dipegang  adalah

pendapat  si  pemberi  kerja  dengan memberikan sumpah

karena asalnya ia terbebas (dari tanggungan).

2. Jika keduanya berselisih mengenai besar, janji, atau sifat

upah.  Syafi'iyah  berpendapat  bahwa  jika  keduanya

memberikan  sumpah,  maka  transaksi  batal  dan  pekerja

berhak  mendapatkan  upah  yang  sesuai  jika  ma'jullah

telah  memulai  atau  menyelesaikan  pekerjaan.  Riwayat

hanabilah  berpendapat  bahwa  yang  di  pegang  adalah

klaim  penyuruh  (ja'il)  dengan  sumpah  karena  pada

asasnya  tidak  ada  tambahan  bagi  yang  diperselisihkan.

Malikiyah  berpendapat  bahwa  jika  salah  satu  dari

keduanya  mengklaim sesuatu  yang  menjadi  upah  telah

sesuai  yang  dipegang  adalah  klaimnya  dengan

memberikan sumpah, jika salah satu dari keduanya tidak

mengklaim  sesuatu  yang  menjadi  upah  telah  sesuai,

keduanya  harus  bersumpah  dan  pekerja  harus

mendapatkan upah yang sesuai.

3. Jika  perselisihan mengenai  berhasilnya  pekerjaan,  yang

dipegang  adalah  klaim  penyuruh  dengan  memberikan

sumpah karena ia menyangkal,  sedangkan pada asalnya

tidak  ada  tanggungan  selama  pekerjaan  tidak

mendapatkan bukti.49 

49Diah  Kusuma  Wardani,  “Analisis  Praktik  Penukaran  Kupon  Makan
Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri
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BAB III

PRAKTIK PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI

PENJUALAN PRODUK PADA SHOPEE AFFILIATES

PROGRAM DI TWITTER

A. Jenis Pembayaran Shopee Affiliate Program

Internet marketing bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu

sebagai sumber penghasilan dan sebagai cara promosi.  Dan

dalam program affiliate Shopee ini bisa dikategorikan dalam

keduanya,  selain  bisa  untuk  memperoleh  penghasilan  juga

sekaligus untuk promosi. Dalam program affiliate sendiri ada

beberapa jenis komisi, di antara lain:

1. Single  tier  commission,  komisi  yang  dibayarkan

dalam satu  tingkat,  yaitu  mendapatkan  komisi  dari

hasil penjualan sendiri.

2. Two tier commission, komisi yang dibayarkan dalam

dua tingkat, yaitu mendapatkan komisi dari penjualan

sendiri ditambah dengan penjualan dari downline.

Ada beberapa cara tipe pembayaran untuk mendapatkan

komisi dalam program afiliasi, di antara lain:

1. Pay Per Sale  Affiliate Program,  adalah program di

mana  komisi  akan  di  dapatkan  saat  seseorang

membeli  produk melalui  link yang kita  disebarkan.

Besaran komisi dalam pay per sale ini bervariasi.

Menurut Hukum Islam”, skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Kediri, Theses IAIN
Kediri, 2020, 19, t.d.
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2. Recurring  Affiliate  Program,  dalam  program  ini

merchat  akan memberikan komisi  secara  tetap atau

berkala.  Biasanya  program  ini  ditawarkan  jika

seseorang  mau  berlangganan  suatu  produk  atau

layanan  bulanan,  seperti  membeli  keanggotaan

membership yang melakukan secara berkala.

3. Pay  Per  Lead  Affiliate  Program,  adalah  program

affiliate dengan pembayaran flat untuk setiap prospek

atau  leads yang  dibawa  ke  situs  merchant melalui

affiliate  link yang  disebarkan.  Dalam  program  ini

merchant akan memberikan keputusan apakah  leads

yang  dibawa  memenuhi  kualifikasi  atau  tidak.

Program  pay  per  lead biasanya  berasal  dari  situs

pinjaman, asuransi, kredit rumah, dan lain-lain.

4. Pay Per Click Affiliate Program, adalah program di

mana komisi akan di dapatkan saat link iklan di situs

di  klik  oleh  pengunjung  pada  situs  tersebut.  Yang

perlu dilakukan adalah memberi ruang iklan di situs

kita untuk program tersebut, karena dari setiap iklan

yang di klik akan mendapatkan komisi. Program pay

per  click saat  ini  yang  populer  adalah  Google

Adsense.  Dalam  program  ini  diperbolehkan

menempatkan satu sampai  tiga  iklan Google  dalam

setiap halaman situs.

5. Pay Per Search Affiliate Program, adalah program di

mana  akan  mendapatkan  komisi  saat  pengunjung
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mencari  informasi  melalui  search box khusus yang

telah ditempatkan di  situs,  lalu pengunjung me-klik

salah satu link dari hasil pencariannya tadi.50

Dalam hal pembayaran komisi program Shopee  Affiliate

menggunakan PPS (Pay Per Sale),  di  mana jumlah komisi

yang  di  dapatkan  sesuai  dengan  banyaknya  produk  yang

terjual dari  link yang disebarkan. Semakin banyak dan aktif

dalam  mempromosikan  produk  di  media  sosial  maka

kesempatan untuk mendapatkan komisi  semakin besar.  Jika

selama melakukan promosi tidak ada satupun pembeli yang

membeli  produk  dari  link yang  disebarkan  maka  tidak

mendapatkan komisi.

B.  Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan  Produk
Pada Shopee Affiliate Program Di Twitter

Banyak  media  sosial  yang  cukup  besar  untuk  menjadi

peluang  bisnis,  strategi  untuk  mempromosikan  produk  di

Twitter  bisa  menjadi  salah  satu  media  untuk  melakukan

promosi  penjualan,  salah  satu  yang  ramai  dan  banyak

peminatnya  adalah  bisnis  affiliate.  Menurut  Optimonster,

salah satu hal yang membuat affiliate marketing bisa berjalan

dengan  baik  di  Twitter  adalah  bahwa  tidak  perlu

menggunakan  akun  besar  untuk  melakukan  affiliate

marketing. Dengan akun kecil kita juga sudah bisa melakukan

50James  Timothi,  Membangun  Bisnis  Online,  (Jakarta:  PT  Elex  Media
Komputindo, 2010),  48-49.
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promosi  produk di  media  Twitter.51 Itulah mengapa banyak

anggota  affiliate Shopee yang tertarik  dan memilih Twitter

sebagai sarana dalam melakukan promosi penjualan. Melalui

platform  Twitter  juga  penulis  menemukan  permasalahan

terkait  dengan  program  Shopee  affiliate,  dan  salah  satu

permasalahan yang penulis  angkat  dalam skripsi  ini  adalah

tentang pembayaran komisi yang dilakukan oleh Shopee. 

Dalam praktiknya semua anggota yang telah bergabung

menjadi  anggota  affiliate mempunyai  kesamaan  dalam

mekanisme promosi, yaitu dengan menggunakan link khusus

afiliasi,  dari  transaksi  penjualan  yang  terjadi  melalui  link

khusus tersebut maka anggota affiliate memperoleh komisi.

Biaya atau komisi yang harus dibayar oleh pihak Shopee

kepada afiliasi akan dihitung sesuai dengan tarif yang sudah

tercantum  dalam  web  platform,  atau  sebagaimana

kesepakatan antara afiliasi  dan pihak Shopee dalam bentuk

tertulis.

Perhitungan  komisi  untuk  bulan  yang  ditentukan  harus

dihitung sebagai nilai pembelian bersih di kali  dengan tarif

komisi. Seluruh komisi yang diberikan sudah termasuk pajak

pertambahan nilai (PPN) yang dibayarkan oleh pihak Shopee

ke rekening yang terdaftar milik anggota afiliasi.

Biaya komisi yang didapatkan afiliasi harus di tambakan

ke  saldo  akun  afiliasi  setiap  minggu,  pembayaran  komisi

Shopee Affiliate tidak ada batasan minimal, jika sudah waktu

51https:/glints.com/id/lowongan/twitter-marketing-dan-serba-serbi-untuk-

bisnis/ (diakses pada 12/06/2023).
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pembayaran maka otomatis komisi akan masuk ke ShopeePay

atau rekening bank yang terdaftar.

Untuk nominal  komisi  di  atas  Rp10.000 dan  di  bawah

Rp1.000.000,  pembayaran  akan  dilakukan  melalui

ShopeePay.  Untuk  nominal  komisi  di  atas  Rp1.000.000,

pembayaran akan dilakukan melalui Bank Transfer.52

Shopee  tidak  akan  melakukan  pembayaran  komisi  dan

berhak  untuk  mengajukan  chargerback atau

mengkompensasikan  utang  atas  transaksi  yang  sebelumnya

dilakukan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Transaksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai

pembelian selesai.

b. Transaksi  pembelian  oleh  afiliasi  sendiri  sekalipun

dengan menggunakan tautan afiliasi.

c. Transaksi manual yang di identifikasi secara manual

atau melalui pemeriksaan oleh Shopee.

d. Transaksi  yang  dilakukan  berdasarkan

persekongkolan  di  mana  afiliasi  terhubung  dengan

penjual.

e. Transaksi  yang  dibatalkan,  tidak  lengkap,

dikembalikan barangnya atau dikembalikan uangnya.

f. Transaksi  yang  dilakukan  dengan  tujuan  menjual

kembali produk yang dibeli.

52https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-[Shopee-Affiliates-

Program]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-

Shopee-Affiliates-Program (diakses pada 10/12/2022).
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g. Transaksi yang dilakukan melalui tautan afiliasi  pada

media afiliasi yang mana konten tersebut dilarang.

Pembelian selesai menurut syarat dan ketentuan Shopee

poin  1.14  adalah  penyelesaian  transaksi  sesuai  dengan

kebijakan shopee, sebagai akibat langsung dari pengaksesan

platform oleh pembeli melalui tautan afiliasi yang diletakkan

pada media partisipan, dan pembeli tersebut:

• bukan  pengguna  yang  dihasilkan  oleh  komputer,

seperti  robot,  spider,  skrip  atau  metode  tiruan  atau

otomatis  lainnya  agar  terlihat  seperti  seorang

individu, orang di kehidupan nyata

• tidak  menggunakan  bidang  yang  sudah  terisi

data/informasi  relevan  oleh  sistematika  melengkapi

semua  informasi  yang  diperlukan  untuk  pembelian

selesai  dalam  periode  waktu  yang  ditentukan  oleh

Shopee

• tidak  ditetapkan  di  kemudian  hari  oleh  Shopee

sebagai  penipuan,  tidak  lengkap,  tidak  memenuhi

syarat atau suatu duplikat.53

53https://help.shopee.co.id/portal/article/71217,  (diakses  pada  05  Maret

2023).
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          Ilustrasi proses pembayaran komisi dan bonus:

Pesanan  Affiliate pada tanggal  26 September-2 Oktober

(pesanan selama satu minggu).

1. Sistem akan  memulai  pengecekan  dan  perhitungan

komisi sesuai pajak tanggal 3 Oktober – 11 Oktober

(proses kurang lebih selama 7 hari kerja).

2. Pembayaran diterima  Affiliate paling lambat tanggal

13  Oktober  (proses  kurang  lebih  selama  1-2  hari

kerja).

3. Komisi dalam satu minggu akan dibayarkan dalam 9

hari kerja (setiap hari kamis).54

54https://help.shopee.co.id/portal/article/72049-[Shopee-Affiliates-
Program]-Bagaimana-sistem-pembayaran-komisi-dan-bonus-di-Shopee-

Affiliates-Program (diakses pada 6/12/2022).
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Penulis  melakukan  wawancara  narasumber  dengan

kisaran umur 18-28 tahun secara online lewat Direct Message

(DM) di Twitter, dengan kriteria yaitu narasumber yang sudah

pernah melakukan penarikan  dan  mendapatkan  komisi  dari

program  affiliate Shopee.  Berikut  rangkuman  wawancara

dengan  para  narasumber  yang  tergabung  dalam  program

Affiliate Shopee:

1. Jasmira  @jasmiramira  (27  tahun),  dalam  pelaksanaan

promosi selama menjadi anggota affiliate Shopee Jasmira

pernah mengalami komisi tidak valid, saat adanya komisi

tidak  valid  akun  masih  dapat  digunakan  dan  masih

berpeluang  mendapat  komisi.  Upaya  yang  dilakukan

Jasmira  dalam  hal  komisi  yang  diperoleh  tidak  valid

adalah  dengan  menghubungi  customer  service Shopee.

Namun,  hanya  diberikan  penjelasan  komisi  tidak  valid

secara  universal.  Tidak  dijelaskan  secara  spesifik

mengapa  pesanan  dinyatakan  tidak  valid.  Jasmiira

bertanya untuk alasan spesifik kepada  customer service

Shopee namun selau saja dijawab “baik kak, kami akan

teruskan ke pihak terkait”.55

2. Rifa,  (27  tahun)  @icaped333h,  dalam  pelaksanaan

promosi  selama  menjadi  anggota  Shopee  affiliate Rifa

pernah  mengalami  komisi  tidak  valid,  untuk  kegiatan

promosi menggunakan link masih aman dengan kata lain

tetap  bisa  melaukan  promosi  meskipun  sebelumnya

55 Wawancara pribadi dengan anggota Shopee Affiliate Program di Twitter

dengan akun @jasmiramira pada 12 Juni 2023.
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mengalami komisi yang tidak valid, menurut Rifa ha ini

merugikan karena yang terjadi pada Rifa bahwa komisi

yang di dapatkan karena orderan yang dibuat oleh orang

yang  pernah  satu  jaringan  internet  yang  sama,  Rifa

menganggap  itu  hal  yang  tidak  adil,  karena  tidak  ada

salahnya mempromosikan produk kepada teman sekolah

atau temen kerja. 56

3. Meli @_roseyluvv (23 tahun) mengalami keterlambatan

pembayaran,  awalnya  Meli  mengalami  keterlambatan

karena  belum  melengkapi  bagian  pengaturan

pembayaran,  setelah mengisi  syarat  tersebut  lalu di  acc

oleh  pihak  Shopee   melalui  email,  oleh  pihak  Shopee

melalui customer service Meli mengaku bahwa diberitahu

bahwa  komisi  akan  diproses  selama  tiga  hari  setelah

dilengkapi syaratnya, namun terhitung pada 12 Juni 2023

sudah 4 (empat) hari komisi juga tidak dibayarkan dari

tanggal  yang  sudah  dicantumkan  di  aplikasinya.  Dari

pihak Shopee tidak tidak ada solusi dan penjelasan lebih

lanjut  yang  diberikan  oleh  pihak  Shopee  kepada  Meli

untuk permasalahan keterlambatan yang dialami.57

4. Afrianti  Pratiwi  @afriantipratiwi  (28  tahun)  Afriyani

melakukan  promosi  Shopee  affiliate di  media  sosial

WhatsApp dan Twitter dengan menyebarkan link afiliasi,

56 Wawancara dengan anggota Shopee Affiliate Program di Twitter dengan

akun @icaped333h pada 11 Mei 2023.
57 Wawancara dengan anggota Shopee Affiliate Program di Twitter dengan

Meli, akun @_roseyluvv pada 12 Juni 2023.
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permasalahan yang dialami oleh Afriyanti selama menjadi

affiliate adalah  komisi  tidak  valid,  Afriyanti  tidak

diberitahukan alasan mengapa komisi  yang di  dapatkan

menjadi  tidak  valid  setelah  status  pesanan  selesai,

sebelumnya Afriyanti tidak pernah mengalami hal  yang

serupa  karena  sebelumnya  komisi  yang  di  dapatkan

otomatis masuk ke dalam akun Shopeepay. Afriyani tidak

melakukan  upaya  agar  komisinya  dapat  dicairkan

menurut Afriyanti komisi yang tidak valid terbilang kecil,

jadi  Afriyanti  membiarkan  komisi  yang  diperoleh

tertahan.58

5. Dina  @dinstyy  (20  tahun),  dalam  melakukan  promosi

Dina  menggunakan  Twitter  sebagai  media  promosi,

dengan cara membuat postigan yang berisi foto/video dan

link pembelian  untuk  produk  dalam  postingan,

permasalahan  yang  dialami  oleh  Dina  terkait  dengan

komisi yang diperoleh adalah adanya pesanan yang tidak

lolos  validasi  dengan  tuduhan  transaksi  yang

mencurigakan  dan  akan  ditinjau  ulang  akun  terkait

dugaan transaksi mencurigakan, lalu Dina mencoba untuk

meminta  pengecekan  ulang  oleh  pihak  Shopee  dengan

mengisi  form,  pengecekan  ulang  ini  apabila  terbukti

bahwa  Dina  melakukan  pelanggaran  maka  terancam

bahwa  akun  affiliate akan  diberhentikan  dari  program

affiliate secara  permanen,  tetapi  Dina  berhasil

58Wawancara dengan anggota Shopee Affiliate Program dengan Afriyanti

Pratiwi, akun @afriyantipratiwi pada 11 Juni 2023.
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mengajukan  banding  sehingga  dia  dapat  mencairkan

komisi yang sebelumnya tertahan oleh Shopee. Menurut

Dina,  proses  pengajuan  banding  terhadap  komisi  tidak

valid  ini  mudah,  hanya  dengan  mengisi  data  akun

affiliate dengan  link postingan  lalu  secreenshoot

postingan dari promosi yang berisi  link yang dibagikan,

prosesnya kurang lebih selama 3 (tiga) hari kerja. Dina

menganggap pemberitahuan komisi yang sempat tertahan

oleh Shopee karena adanya kenaikan komisi  yang tiba-

tiba naik drastis, yaitu yang awalnya rata-rata Rp100.00

perminggu, tiba-tiba menjadi Rp500.00 dalam seminggu.

Dan  di  minggu  yang  sama  Dina  mendapatkan

pemberitahuan  terkait  komisi  yang  belum  bisa

dicairkan.59

Dari  wawancara  yang  dilakukan  tidak  adanya  unsur

paksaan  ketika  mendaftar  program  affiliate,  bahwa  dalam

praktik  affiiate mereka melakukan promosi dengan kerelaan

untuk  mendapatkan  komisi  jika  telah  mencapai  pekerjaan.

Dari  rangkuman  wawancara  yang  telah  dijelaskan  di  atas,

narasumber  Rifa,  Dina,  Afriyanti  dan  Jasmira  pernah

mengalami  komisi  dari  pesanan  yang  tidak  lolos  validasi

sehingga  terjadi  penahanan  komisi,  dan  mengakibatkan

terjadinya komisi  yang tidak valid di mana komisi yang di

dapatkan bernilai Rp0 padahal pesanan telah sampai kepada

pembeli, dari yang penulis pahami bahwa narasumber tidak

59Wawancara dengan anggota Shopee Affiliate Program dengan Dina, akun

@dinstyy pada 12 Juni 2023.
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mengetahui  alasan  spesifik  terkait  komisi  yang  tidak

dibayarkan,  padahal  pesanan  yang  dibeli  dengan

menggunakan  link narasumber  sudah  sampai  dan  berstatus

“pembelian selesai”.
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BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN KOMISI PROMOSI PENJUALAN
PRODUK DI MEDIA SOSIAL MELALUI SHOPEE

AFFILIATES PROGRAM DI TWITTER

A. Analisis Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan
Produk di Media Sosial Melalui Shopee Affiliates Program
di Twitter

Fakta lapangan bahwa dalam pembayaran komisi promosi

pejualan produk pada program affiliate dalam temuan penulis

pada  aplikasi  Twitter  ditemukan  bahwa  anggota  affiliate

mengalami kendala dalam pembayaran komisi dengan status

komisi tidak valid tanpa alasan yang spesifik.

Berikut  adalah  mekanisme  perolehan  komisi  yang

diperoleh dari promosi oleh anggota affiliate di Twitter :

1. Ketika  pesanan  lulus  validasi  :  Pilih  produk  yang

ingin di promosikan > membuat postingan > adanya

transaksi  jual-beli  melalui  link yang  dibagikan  >

setelah  pesanan  diterima  oleh  pembeli  maka  akan

berstatus  pesanan  selesai  >  pemeriksaan  pesanan

selesai  oleh Shopee > lulus validasi  > komisi  akan

masuk saldo, dan siap di cairkan dalam periode yang

ditentukan.

2. Ketika tidak lulus validasi : Pilih produk yang ingin

di  promosikan  >  membuat  postingan  >  adanya
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transaksi  jual-beli  melalui  link yang  dibagikan  >

setelah  pesanan  diterima  oleh  pembeli  maka  akan

berstatus  pesanan  selesai  >  pemeriksaan  pesanan

selesai  oleh Shopee > tidak lulus validasi > komisi

tidak valid > tidak bisa dicairkan.

3. Ketika pesanan tidak lulus validasi dan mengajukan

banding (pengecekan ulang), ada dua kemungkinan:

a) Pilih  produk  yang  ingin  di  promosikan  >

membuat postingan > adanya transaksi jual-beli

melalui  link yang  dibagikan  >  setelah  pesanan

diterima  oleh  pembeli  maka  akan  berstatus

pesanan  selesai  >  pemeriksaan  pesanan  selesai

oleh Shopee >  tidak lulus validasi > mengajukan

pengecekan  ulang  dengan  mengisi  form >

berhasil  banding  >  komisi  yang  tertahan  bisa

dicairkan sesuai periode yang ditentukan.

b) Pilih  produk  yang  ingin  di  promosikan  >

membuat postingan > adanya transaksi jual-beli

melalui  link yang  dibagikan  >  setelah  pesanan

diterima  oleh  pembeli  maka  akan  berstatus

pesanan  selesai  >  pemeriksaan  pesanan  selesai

oleh Shopee > tidak lulus validasi > mengajukan

pengecekan ulang dengan mengisi  form > tetap

tidak lulus validasi > komisi yang tertahan tidak

bisa  dicairkan  dan  akan  diberhentikan  menjadi

anggota Shopee affiliates program.
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Dari uraian praktik pembayaran komisi di atas dapat di

pahami  bahwa  setelah  menyelesaikan  pekerjaan  pada

program  affiliate Shopee, anggota tidak langsung menerima
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Gambar 4.1  Dokumentasi pribadi hasil pemeriksaan
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pembayaran komisi dan harus menunggu selama satu minggu

sesuai  dengan  periode  pembayaran.  Permasalahan  yang  di

alami  oleh  narasumber  Dina,  Afriyanti,  Rifa  dan  Jasmira

terkait  komisi  yang  tidak  valid  mereka  tidak  mendapatkan

alasan  yang  jelas  dan  resmi  dari  pihak  Shopee.  Sehingga

menimbulkan  kebingungan  dan  kerugian,  karena  anggota

affiliate telah  menyelesaikan  pekerjaan,  tetapi  komisi  yang

harusnya mereka dapatkan tidak bisa dicairkan.

Dari penjelasan di atas dalam ketentuan akad ju'alah yaitu

pada imbalan yang wajib diberikan oleh  ja'il tidak langsung

diberikan kepada  ma'jullah dan tidak diketahui dengan jelas

alasan  tidak  dibayarkannya  komisi,  maupun  alasan  yang

sebenarnya  bukan  merupakan  pelanggaran.  Mengenai

imbalan  dalam  akad  ju'alah ulama  Malikiyah  berpendapat

bahwa  tidak  boleh  mendahulukan  pembayaran  imbalan

sebelum  ma'jul  lah menyelesaikan  pekerjaan,  jika  telah

menyelesaikan  pekerjaan  maka  dianjurkan  untuk  segera

membayar imbalan. Hal ini dikarenakan substansi dari akad

ju'alah adalah kemanfaatan, artinya manfaat akad ju'alah itu

harus  benar-benar  dirasakan   oleh  ja'il,  setelah  itu  pihak

ma'jullah boleh menerima imbalannya.60

Jika  terjadi  perselisihan  antara  pihak  yang  berakad,

menurut  ulama  Malikiyah  jika  salah  satu  dari  keduanya

mengklaim  sesuatu  yang  menjadi  upah  telah  sesuai,  yang

dipegang adalah klaim yang memberikan sumpah. Jika salah

60Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan
Ju'alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 275-279.
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satu  dari  keduanya  tidak  mengklaim sesuatu  yang menjadi

upah  telah  sesuai,  keduanya  bersumpah  dan  pekerja  harus

mendapatkan upah.61

Dari  hal tersebut penulis menganalisa, meskipun waktu

penarikan  komisi  dalam  program  affiliate Shopee  sudah

ditentukan tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan bawa

adanya  pesanan yang telah  selesai  tidak  lolos  validasi  dan

juga komisi yang tidak valid yaitu komisi yang menjadi Rp0

meskipun  pembeli  telah  menerima  barang  yang  dipesan

melalui  link Shopee  affiliate,  karena  dalam aturan  Shopee

dalam syarat  dan ketentuan poin 5 dalam pelanggaran atas

ketentuan  program  afiliasi  huruf  (a),  dijelaskan  bahwa

transaksi  yang  tidak  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan

komisi  adalah  transaksi  yang  tidak  memenuhi  persyaratan

sebagai “pembelian selesai”. Namun fakta di lapangan yang

penulis  temui  pesanan  yang  tidak  lolos  validasi  berakibat

komisi  tidak  valid  tanpa  adanya  alasan  yang  spesifik

meskipun sudah berstatus sebagai “pembelian selesai”.

B. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Pembayaran

Komisi  Promosi  Penjualan  Produk  di  Media  Sosial

Melalui Program Affiliates Shopee

1. Menurut Hukum Islam

61Diah  Kusuma  Wardani,  “Analisis  Praktik  Penukaran  Kupon  Makan

Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri

Menurut Hukum Islam”, skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Kediri, Theses IAIN

Kediri, 2020, 19, t.d.
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Hukum dasar muamalat adalah mubah (al-ashl fi al-

muamalaht  al-ibahah),  kecuali  ada  nash yang  shahih,

tsabit, dan tegas dalalahnya (ketepatgunaan sebagai dalil)

yang mengharamkan atau melarangnya. Hal ini menjadi

prinsip utama bahwa hukum asal segala sesuatu hal dan

perbuatan adalah mubah (boleh).62 Muamalah adalah hal

yang  berkaitan  antar  manusia,  tidak  terbatas  pada

kejadian  yang  sudah  ada,  ketika  sekelompok  manusia

berada di suatu tempat, maka akan ada interaksi di antara

mereka.  Atas  dasar  itu  hukum  asal  suatu  transaksi

muamalah adalah boleh, termasuk praktik terkait promosi

penjualan, selama dilakukan sesuai dengan syariat.

Sebagaimana  diketahui  saat  ini  banyak  platform

media  sosial  yang  bermunculan  salah  satunya  adalah

Twitter,  hal  ini  bisa  dijadikan  sebagai  media  interaksi

yang  cukup  efektif  dikarenakan  bisa  menjangkau  lebih

banyak  orang  hanya  dengan  jaringan  internet,  salah

satunya  yang  sedang  banyak  diminati  adalah  belanja

online,  hal  tersebut  bisa  dimanfaatkan  untuk

mempromosikan  produk  agar  bisa  menjangkau  lebih

banyak orang, orang yang mempromosikan produk bisa

mencoba  berbagai  cara  seperti  dengan  membuat  iklan

yang menarik, baik secara lisan, tulisan, gambar, maupun

video.

62Yusuf Al-Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Jakarta: Pustaka

Al-Kautsar, 2014), 10.
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Firman Allah Swt QS. An-Nisa': 29

ٓ انَْ تكَُوْنَ ا امَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بّالْباَطّلّ الّا مَنوُْا لَ تأَكُْلوُْٓ ٓايَ هاَ الاذّيْنَ ان ين

َ كَانَ بكُّمْ
ا انَْفسَُكُمْ ن انّا اٰن نْكُمْ ن وَلَ تقَْتلُوُْٓ تّجَارَة  عَنْ ترََاضْ مم

ا  ٢٩رَحّيْم 

“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu

memakan  harta  sesamamu  dengan  cara  yang  batil

(tidak  benar),  kecuali  berupa perniagaan atas  dasar

suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Janganlah  kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.”63 [QS. An-Nisa': 29]

Dari  ayat  diatas  diketahui  bahwa  adanya  larangan

terkait  perniagaan yang tidak benar,  kecuali  perniagaan

yang atas  dasar  suka sama suka  (kerelaan)  antara  para

pihak  agar  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan

termasuk  dalam  hal  ini  adalah  adanya  kerelaan  dari

pembeli  yang  melakukan  transaksi  pembelian  dari  link

affiliate yang di promosikan oleh anggota affiliate.

Dalam  program  affiliate Shopee  adanya  Promosi

yang  dilakukan  dalam program  affiliate Shopee  adalah

termasuk akad  ju'alah karena melalui  kegiatan promosi

adanya  janji  untuk  memberikan  imbalan  tertentu  atas

pencapaian  hasil  yang  sudah  ditentukan  dari  suatu

63Kementerian  Agama  RI,  “Al-Qur'an”,  https://quran.kemenag.go.id

(diakses pada 11/12/22).
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pekerjaan,64 yaitu adanya komisi yang di dapatkan setelah

berhasil  menjual  produk dari  link yang di  promosikan.

Syarat  diperbolehkannya  akad  ju'alah adalah

terpenuhinya  rukun  dan  syarat  ju'alah,  berikut  adalah

rukun dan syarat  ju'alah jika dikaitkan dengan program

Affiiate Shopee:

1. Ja'il (yang memberikan  upah),  memiliki  kebebasan

dalam berbuat dengan syarat semua tindakannya sah

dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia

sebagai  pemilik  atau  bukan,  termasuk  di  dalamnya

wali,  tidak  termasuk  anak  kecil,  orang  gila,  dan

mempunyai pilihan yaitu atas kemauan sendiri tidak

dalam paksaan,  jika  dipaksa  maka  akad  tidak  sah.

Dalam  hal  ini  yang  memiliki  kewenangan  untuk

membayar  komisi  adalah  pihak  Shopee.  Shopee

merupakan  perusahaan  e-commerce besar  di  asia

tenggara, salah satunya adalah Indonesia, jadi sudah

jelas  bahwa  Shopee  cakap  hukum.  Sesuai  dengan

pengamatan yang dilakukan penulis  bahwa anggota

Shopee  Affiliate bergabung  dengan  program

berdasarkan  kemauan  sendiri  dan  tanpa  adanya

paksaan.

2. Amil (yang menerima upah), mempunyai izin bekerja

dari  yang  punya  harta,  jika  tidak  mempunyai  izin

maka tidak berhak atas komisi  yang diperoleh. Izin

64Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  No.  62/DSN-MUI/XII/2007  Tentang

Akad Ju'alah.
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bekerja  di  sini  adalah  persetujuan  pendaftaran  dari

Shopee,  sebelum  mendapatkan  persetujuan  maka

belum bisa mempromosikan produk Shopee melalui

link khusus afiliasi dan menerima komisi.

3. Imbalan ('iwadh), besaran upah harus diketahui, jika

tidak diberitahukan secara jelas upah yang diperoleh

maka akad tidak sah. Besaran upah dalam program

affiliate Shopee berkisar  2,5% hingga  10%, komisi

yang  dihasilkan  memang  tidak  tetap,  hal  itu

dipengaruhi oleh  banyaknya pembeli yang memakai

link khusus  afiliasi  yang  disebarkan,  dan  harga

barang,  semakin  mahal  harga  barang  yang  terjual

maka  kesempatan  untuk  mendapat  komisi  lebih

semakin besar.

4. Pekerjaan,  pekerjaan  yang  ditawarkan  memiliki

tingkat  kesulitan.  Dalam  program  Affilate Shopee

mempromosikan produk tertentu dari Shopee tidaklah

mudah,  harus  tahu  peluang  yang  ada,  dan  mampu

menarik minat pembeli.65

5. Ucapan (shighat), ucapan datang dari pihak pekerja,

dalam hal  ini  adalah  pihak  Shopee,  shighat dalam

program Affiliate Shopee adalah pengadaan program

Affiliate dan  jika  afiliasi  tertarik  untuk  bergabung

maka  akan  melakukan  pendaftaran  melalui  website

65Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maiyah Akad Ijarah dan

Ju'alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 275-278.
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yang  telah  disediakan,  hal  tersebut  sudah  sesuai

karena pekerja tidak disyaratkan ada ucapan.66

Akad  ju'alah diperbolehkan  dengan  ketentuan-

ketentuan  yang sudah tertuang dalam fatwa  DSN MUI

62/DSN-MUI/XII/2007, sebagai berikut:

1. Pihak  ja'il harus  memiliki  kecakapan  hukum  dan

kewenangan (muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan

akad. Dalam hal ini  ja'il adalah pihak Shopee, maka

sudah  jelas  memiliki  kecakapan  hukum  dan

kewenangan  karena  Shopee  sudah  terdaftar  secara

resmi.  Serta ada pihak  ma'jul  lah yaitu  pihak yang

bergabung  dengan  program  affiliate Shopee  sudah

memiliki  kecakapan  hukum dan  sudah  mempunyai

kewenangan  untuk  melakukan  akad,  seperti  baligh,

berakal  dan  tidak  dalam  paksaan,  karena  syarat

komisi bisa cair adalah dengan mencantumkan KTP

dan  NPWP  sebagai  syarat  dan  berdasarkan

wawancara  dengan  narasumber  saat  bergabung

dengan Shopee  affiliate mereka  atas  kemauan diri

sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2. Objek  ju'alah (mahal  al-'aqd/maj'ul  alaih)  harus

berupa  pekerjaan  yang  tidak  dilarang  oleh  syariah,

serta  tidak  menimbulkan  akibat  yang  dilarang.

Kegiatan  program  Affiliate Shopee  saat  melakukan

promosi penjualan produk tidak bertentangan dengan

66Abd. Misno, Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis
Syariah, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 275.
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syari'at,  yaitu  dengan  menyebarkan  link khusus

afiliasi  yang  diperoleh  dari  aplikasi  Shopee,  dan

pihak Shopee juga mempunyai syarat dan ketentuan

yang tidak bertentangan dengan syariat.

3. Hasil  pekerjaan  (natijah)  harus  jelas  dan  diketahui

oleh  para  pihak  pada  saat  penawaran.  Pekerjaan

dalam  program  affiliate Shopee  sudah  dijelaskan

yaitu dengan mempromosikan produk yang terdapat

dalam Shopee lewat berbagai platform media sosial

dengan  menggunakan link khusus  afiliasi  dan

membebaskan  konten  sesuai  dengan  kreativitas.

Selain itu  Shopee mempunyai  syarat  dan ketentuan

khusus terkait dengan program afiliasi ini,  sehingga

semua peraturan sudah dijelaskan secara rinci.

4. Imbalan ju'alah (reward/'iwadh/ju'l) harus ditentukan

besarannya oleh  ja'il dan diketahui  oleh para pihak

pada saat penawaran. Besaran komisi telah ditentukan

dari awal yaitu sebesar 2,5% hingga 10% dari setiap

produk Shopee Mall, Shopee Supermarket, Star+, dan

Star Seller dan diketahui oleh kedua belah pihak.

5. Tidak boleh  ada  syarat  imbalan  diberikan  di  muka

(sebelum pelaksanaan objek ju'alah). Komisi Affiliate

Shopee diberikan setelah pekerjaan dilakukan, yaitu

komisi dalam satu minggu akad dibayarkan dalam 9

hari kerja.67

67Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang

Akad Ju'alah.
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Dalam ketentuan hukum akad ju’alah dalam fatwa terkait

pembayaran komisi shopee:

1. Imbalan  ju'alah hanya  berhak  diterima  oleh  pihak

ma'jul lahu apabila hasil pekerjaan tersebut terpenuhi,

terpenuhi dalam program affiliate ini adalah transaksi

yang telah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  shopee.

Sehingga jika ada pelanggaran maka shopee berhak

untuk tidak membayar komisi yang diperoleh. Namun

jika dalam pelaksanaanya ditemukan bahwa tidak ada

pelanggaran dan tidak diberitahukan secara spesifik,

maka hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan alasan

tidak dibayarkannya komisi.

2. Pihak  ja'il harus  memenuhi  imbalan  yang

diperjanjikannya  jika  ma'jullah menyelesaikan

(memenuhi)  prestasi  (hasil  pekerjaan/natijah)  yang

ditawarkan,  dalam  hal  Shopee  affiliate program

ketika anggota affiliate tidak melakukan pelanggaran

yang  telah  ditentukan  dalam  syarat  dan  ketentuan

maka, Shopee berkewajiban untuk membayar komisi

kepada anggota  affiliate.  Jika tidak dilakukan maka

menjadi perbuatan zalim dan ingkar janji. 

Dalam program  affiliate Shopee, baik pihak Shopee

maupun  pihak  afiliasi  mempunyai  hak  dan  kewajiban

masing-masing  yang  harus  dipenuhi.  Jika  terjadi

perselisihan antara keduanya dalam hal besar, jenis, atau

sifat upah, maka menurut ulama:
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1. Syafiiyah berpendapat bahwa keduanya memberikan

sumpah,  transaksi  antara  keduanya  dianggap  batal

dan pekerja berhak mendapatkan imbalan yang sesuai

jika ia telah memulai atau menyelesaikan pekerjaan.

2. Hanabilah berpendapat bahwa yang di klaim adalah

klaim penyuruh (ja'il)  dengan sumpah karena  pada

asalnya  tidak  ada  tambahan  bagi  yang

diperselisihkan.

3. Malikiyah  berpendapat  bahwa  jika  salah  satu  dari

keduanya  mengkaim  bahwa  sesuatu  yang  menjadi

upah telah selesai maka yang di pegang adalah klaim

dari yang memberikan sumpah. Jika salah satu dari

keduanya  tidak  mengklaim  sesuatu  yang  menjadi

upah  telah  sesuai,  keduanya  harus  bersumpah  dan

pekerja harus mendapatkan upah.68

Dalam implementasi pendapat tersebut pada  affiliate

bisa  dikatakan  bahwa  orang  yang  dapat

bersumpah/membuktikan  kebenaran  maka  akan  berhak

mendapatkan  komisi,  jadi  ketika  terjadi  keterlambatan

pembayaran  hingga  komisi  yang  tidak  dapat  dicairkan

maka  dicari  penyebabnya,  jika  memang  afiliasi

melakukan  pelanggaran  yang  mengakibatkan  komisi

ditangguhkan  maka  hal  tersebut  sudah  menjadi

68Diah  Kusuma  Wardani,  “Analisis  Praktik  Penukaran  Kupon  Makan

Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri

Menurut Hukum Islam”, skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah, Kediri, Theses IAIN

Kediri, 2020, 19, t.d.
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konsekuensi  anggota  affiliate.  Namun,  jika  pada

kenyataannya afiliasi tidak melakukan pelanggaran dalam

proses  promosi  link  affiliate dan  tidak  ada  pernyataan

yang jelas  dari  pihak Shopee terkait  komisi  yang tidak

valid,  maka  pihak  Shopee  berkewajiban  membayar

komisi,  jika  komisi  tetap  tidak  dibayarkan  maka  hal

tersebut termasuk perbuatan yang zalim dan ingkar janji.

Saat terjadi status pesanan melalui link affiliate yang

tidak  lolos  validasi,  jika  anggota  affiliate mengajukan

permintaan  pengecekan  ulang  dan  tetap  tidak  lolos

validasi  maka  anggota  affiliate diberhentikan

keanggotaannya  dan  tidak  bisa  melakukan  promosi

menggunakan  link  affiliate.  Hal  tersebut  menyebabkan

terjadinya  pembatalan  akad.  Menurut  ulama  Malikiyah

ju'alah hanya  dapat  dibatalkan  oleh  pihak  pertama

sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Menurut

Syafi'iyah  dan  Hambali  para  pihak  dapat  membatalkan

akad  sebelum  pekerjaan  dilaksanakan,  apabila  pihak

pertama  membatalkan  akad  ju'alah ketika  pekerjaan

sedang berlangsung maka pihak pertama wajib membayar

upah kepada pihak kedua sesuai dengan masa kerja dan

hasil yang diperoleh.69

Berdasarkan praktik secara keseluruhan pembayaran

komisi pada program affiliate Shopee yang dipaparkan di

atas maka secara Hukum Ekonomi Islam praktik tersebut

69Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2003), 8-9.
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memenuhi  semua  rukun  ju'alah dan  ketentuan  fatwa

Dewan  Syariah  Nasional  No.  62/DSN-MUI/XII-

MUI/2007 tentang akad  ju'alah.  Namun, dari ketentuan

hukum,  ada  ketidak  sesuaian  terkait  imbalan  ('iwadh)

yang  tidak  diberikan  kepada  anggota  affiliate setelah

pesanan  berstatus  “pembelian  selesai”,  yaitu  terjadinya

status  komisi  tidak  valid  tanpa  alasan  yang  spesifik.

Sehingga  adanya  ketidakjelasan  (gharar)  dalam

penyerahan  komisi.  Maka,  praktik  pembayaran  komisi

belum sesuai dengan hukum Islam, karena ditemukannya

perbuatan zalim dan ingkar janji dari pihak ja'il. 

2. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hubungan antara pihak developer dan afiliasi  adalah

hubungan  hukum  kemitraan  yang  timbul  akibat  dari

sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak afiliasi dan

pihak  Shopee  sebagai  penyedia  jasa  pada

https://shopee.co.id/m/affiliates,  jadi  dalam

pelaksanaannya  perlindungan  hukum  bagi  afiliasi

program Shopee  merupakan  perlindungan  hukum yang

didasarkan pada perjanjian kerja sama.

Berdasarkan  pada  pasal  1338  KUH  Perdata

menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara

sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang

membuatnya”.70 Hal  tersebut  sejalan dengan syarat  dan

70Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
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ketentuan yang diberikan Shopee kepada afiliasi  ketika

akan mendaftar program affiliates, di mana calon anggota

dianjurkan  untuk  membaca  dan  diharuskan  mengikuti

syarat  dan  ketentuan  yang  telah  dibuat  oleh  Shopee,

sehingga  hal  yang  menjadi  ketentuan  dan  syarat  pada

program  afiliasi  Shopee  merupakan  hal  yang  harus

dijalankan  oleh  kedua  belah  pihak,  dan  dijadikan

pedoman  dalam  pelaksanaan  program.  Ketika  afiliasi

melakukan  pelanggaran,  baik  melanggar  syarat  dan

ketentuan  Shopee  maupun  Undang-Undang,  maka

Shopee berhak untuk menonaktifkan akun anggota afiliasi

tersebut.

Dengan demikian antara pihak Shopee dengan pihak

afiliasi terikat oleh suatu persetujuan kontrak perjanjian,

untuk memenuhi syarat sahnya kontrak perjanjian, pihak

Shopee maupun pihak afiliasi harus memenuhi syarat sah

kontrak perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUH

Perdata:71

1. Persetujuan para pihak dalam melakukan perjanjian

Dengan melakukan pendaftaran program afiliasi

menjadi  bukti  timbulnya  perjanjian  yang  dilakukan

antara  pihak  afiliasi  dengan  pihak  Shopee  melalui

web  resmi  Shopee  dan  aplikasi  Shopee,  proses

pendaftaran dianggap sebagai persetujuan antara para

pihak yang terkait.

2. Kecakapan hukum para pihak
71Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Afiliasi  yang  melakukan  pendaftaran  program

harus  mengisi  informasi  dan  data  diri  dan  juga

mencantumkan  informasi  bank,  yang  mana  ketika

akan  membuka  rekening  kita  diwajibkan  memiliki

KTP  yang  artinya  dapat  disimpulkan  bahwa  para

afiliasi yang telah mendaftar sudah cakap hukum.

3. Suatu hal tertentu

Dalam melakukan  suatu  perjanjian  maka  harus

memiliki  objek,  dalam  penelitian  ini  objek  berupa

kewajiban  dan  hak  antara  para  pihak  yang  terkait,

yaitu pihak afiliasi dan pihak Shopee. Pihak afiliasi

yang mempromosikan produk dan berhasil  menjual

barang dari link affiliate yang disebarkan, maka pihak

Shopee  berkewajiban  membayar  komisi  sesuai

dengan perhitungan yang telah ditetapkan.

4. Sebab yang halal

Dalam  pasal  1337  KUH  Perdata  dijelaskan

bahwa  sebab  yang  halal  adalah  objek  dari  sebuah

perikatan tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang,  ketertiban  umum  maupun  kesusilaan.72

Dalam  praktiknya  hanya  barang  yang  dapat

diperdagangkan  saja  yang  dapat  menjadi  pokok

persetujuan sebagaimana tercantum dalam  ketentuan

pasal  1332  KUH  Perdata.73 Afiliasi  hanya  boleh

mempromosikan barang yang mempunyai ketentuan

72Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
73Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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tertentu,  konten yang dibuat  untuk mempromosikan

produk  haruslah  tidak  berisi  pornografi,  SARA,

penipuan, perjudian, dan hal-hal yang dilarang dalam

undang-undang yang berlaku.  Pihak Shopee berhak

menonaktifkan  akun  anggota  affiliate jika  terbukti

telah melakukan pelanggaran.

Namun,  pada  pelaksanaannya  perjanjian  tersebut

terjadi permasalahan dalam hal komisi dari pesanan yang

telah selesai tidak lolos validasi, serta komisi yang tidak

valid.  Namun,  dalam  hal  ini  anggota  Shopee  affiliate

tidak dapat menuntut atas ketidakjelasan alasan mengapa

komisi yang seharusnya diperoleh tetahan dan atau tidak

valid. Hal tersebut bertentangan dengan asas itikad baik

dalam melakukan kontrak sebagaimana telah diatur dalam

pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  yang  menyatakan

bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang

baik”.74

Dengan adanya status komisi dari pesanan yang telah

memenuhi  pembelian  selesai  yang  tidak  valid  tanpa

dijelaskan  alasan  ketidak  valid-annya,  narasumber

mengaku  bahwa  saat  melakukan  promosi  tidak

melakukan  pelanggaran,  jika  komisi  yang  di  dapatkan

telah sesuai dengan syarat dan ketentuan Shopee.75 Maka,

pihak Shopee belum melaksanakan prestasi sebagaimana

74Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
75https://help.shopee.co.id/portal/article/71217,  (diakses  pada  05  Maret

2023).
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telah  disepakati.  Dalam  hal  ini  pihak  yang  dianggap

melakukan wanprestasi tersebut apabila:76

• tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati untuk

dilaksanakan,

• melakukan yang disepakati namun tidak sebagaimana

mestinya  dalam  perjanjian  atau  terjadi  kekeliruan

dalam pelaksanaan prestasi,

• terlambat melakukan prestasi yang telah disepakati

• melakukan  tindakan  yang  tidak  boleh  dilakukan

dalam kontrak.

Sehingga akibat yang timbul dari tidak dipenuhinya

prestasi  dengan  dasar  kelalaian  debitur  akan

menimbulkan  sanksi  berupa  ganti  rugi,  pembatalan

kontrak,  peralihan  risiko  atau  membayar  biaya  yang

timbul  dari  sengketa  wanprestasi.  Hal  tersebut  diatur

dalam Pasal  1243  KUH Perdata,  bahwa  debitur  wajib

membayar ganti rugi (biaya, rugi, dan bunga) apabila ia

lalai melakukan kewajibannya.77

Namun pada kenyataannya  hal  tersebut  tidak  dapat

dilakukan oleh anggota afiliasi  karena dalam perjanjian

kontrak  pihak  Shopee  membatasi  hak  afiliasi  untuk

meminta ganti rugi. Hal tersebut dapat dilihat pada poin

11 (sebelas)  tentang batasan tanggung jawab, poin 11.2

pernyataan  penyangkalan  ganti  rugi  konsekuesional.

76Abdul R. Saliman,  Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh

Kasus, (Jakarta: Kecana, 2005), 41.
77Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Shopee  tidak  akan dalam keadaan apapun bertanggung

jawab  kepada  partisipan  atas  ganti  rugi  konsekuensial,

insidental,  khusus,  penghukuman,  atau  ganti  rugi  yang

bersifat  denda  atau  menjerakan,  yang  timbul  dari  atau

sehubungan  dengan  transaksi  yang  dimaksudkan

berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  ini,  termasuk

kehilangan keuntungan atau kerugian.78 Dengan adanya

ketentuan  pasal  tersebut  afiliasi  tidak  dapat  menuntut

karena pada awal perjanjian pihak afiliasi tela menyetujui

hal tersebut saat pendaftaran.

Jika terdapat perselisihan, sesuai dengan Syarat dan

ketentuan dari pihak Shopee diatur oleh dan ditafsirkan

berdasarkan  hukum  Republik  Indonesia,  dalam  hal

perselisihan,  pertentangan  dan  klaim  atau  perbedaan

dalam  bentuk  apapun  yang  timbul  antara  para  pihak

sehubungan  dengan  syarat  dan  ketentuan  ini  atau

sehubungan  dengan  penentuan  masalah  apapun  yang

tunduk  pada  penentuan  obyektif  sesuai  syarat  dan

ketentuan,  jika  terjadi  perselisihan  maka  secara  tertulis

diberitahukan oleh satu pihak ke pihak lain para  pihak

berusaha  dalam  jangka  waktu  tiga  puluh  hari  setelah

diterimanya  pemberitahuan  untuk  menyelesaikan

perselisihan tersebut, pertama-tama melalui musyawarah,

musyawarah  terkait  dalam  hal  ini  jika  tidak  ada

kesesuaian dalam pesanan yang tidak lulus validasi dan

78https://help.shopee.co.id/portal/article/71217,  (diakses  pada  05  Maret

2023).
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status  komisi  tidak  valid  adalah  dengan  melakukan

pengecekan  ulang  dengan  mengisi  form atau  bisa  di

upayakan dengan menghubungi customer service Shopee

terlebih  dahulu.  Jika  tidak  dapat  diselesaikan  melalui

musyawarah maka  dalam jangka waktu tiga  puluh hari

diselesaikan  secara  final  melalui  arbitrase  yang

diselenggarakan  oleh  Dewan  Arbitrase  Nasional

Indonesia.79

79 https://shopee.co.id/portal/article/71217, (diakses pada 05 Maret 2023).
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan  beberapa  uraian  yang  telah  dipaparkan

dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Shopee  affiliate program adalah program yang diadakan

untuk mempromosikan produk dalam aplikasi Shopee di

media sosial oleh anggota affiliate dengan sistem imbalan

pay  per  sale  yaitu  pembayaran  yang  diberikan  setiap

berhasil  menjual  produk.  Komisi  yang  di  dapatkan

anggota mulai 2,5% hingga 10% dari harga produk yang

berhasil  di  jual  melalui  link yang  telah  dibagikan  oleh

anggota  affiliate.  Pelepasan  komisi  dilakukan  ketika

pesanan  yang  dibuat  oleh  pembeli  telah  berstatus

“pembelian  selesai”, kemudian  secara  otomatis  komisi

dari pesanan yang berhasil  akan masuk ke dalam saldo

pendapatan  yang  akan  dibayarkan  dalam  waktu  satu

minggu setiap hari kamis.

2. Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa

pembayaran program affiliate Shopee dalam hukum Islam

termasuk  pada  akad  ju'alah.  Fatwa  DSN  MUI

No.62/DSN-MUI/XII/2007  tentang  akad  Ju'alah, pada

ketentuan hukum yaitu 1.) Imbalan ju'alah hanya berhak

diterima  oleh  pihak  ma'jullahu apabila  hasil  dari
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pekerjaan tersebut  telah terpenuhi.  2.)  Pihak  ja'il harus

memenuhi  imbalan  yang  diperjanjikannya  jika  pihak

ma'jullah menyelesaikan  (memenuhi)  presatsi  (hasil

pekerjaan/natijah)  yang  ditawarkan,  ditemukan  adanya

ketidak sesuaian terkait imbalan ('iwadh) yang diberikan

kepada  anggota  affiliate setelah  pesanan  berstatus

“pembelian selesai” yaitu terjadinya status komisi  tidak

valid  tanpa  alasan  yang  spesifik.  Sehingga  adanya

ketidakjelasan (gharar) dalam penyerahan komisi. Maka,

praktik pembayaran komisi belum sesuai dengan hukum

Islam, karena ditemukannya perbuatan zalim dan ingkar

janji dari pihak ja'il. 

B. Saran

Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengamatan  dan  analisis

penulis  dalam skripsi  ini,  maka  penulis  ingin  memberikan

saran sebagai berikut:

1. Saran kepada Shopee

Bagi  pihak  Shopee  diharapkan  untuk  lebih

memperhatikan terkait masalah pembayaran komisi pada

program affiliate Shopee, anggota affiliate membutuhkan

kejelasan  ketika  terjadi  komisi  yang  tidak  valid  agar

adanya  transparansi  terkait  permasalahan  dan  bisa

menjadi pelajaran ketika terjadinya sebuah pelanggaran,

selain itu pihak Shopee bisa untuk lebih solutif dan cepat

tanggap  ketika  ada  permasalahan  yang  terjadi  terkait
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dengan  program  affiliate agar  tidak  menimbulkan

permasalahan atau akibat yang dilarang.

2. Saran kepada Anggota Affiliate Program Shopee

Bagi yang melakukan pekerjaan dalam hal ini adalah

Afiliasi  dalam  Program  Affiliate Shopee  untuk  tidak
melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Shopee,

Undang-undang,  maupun  syariah  dalam  pelaksanaan

promosi  penjualan  di  media  sosial,  karena  ketika

melakukan pelanggaran akan terlihat dan akan berimbas

kepada akun yang digunakan untuk melakukan promosi.

Anggota  affiliate harus  lebih  memperhatikan,  teliti  dan

memahami pekerjaan yang akan dilakukan, di mana objek

akad  ju'alah yang akan dikerjakan harus sesuai  dengan

syariah  dan  hukum  positif  di  Indonesia  serta  bukan

pekerjaan  yang  dilarang  ataupun  menimbulkan  akibat

yang dilarang.
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